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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG DESA, KONSEP PEMERINTAHAN DESA 

DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 

A. Desa 

 

Istilah “desa” kerapkali terdengar dan acapkali terucap oleh semua orang. 

Namun pengetahuan mengenai cikal bakal adanya “desa” tidak banyak yang 

mengetahui, bahkan ahlipun banyak yang berbeda pendapat terkait asal usul desa. 

Tidak dapat diketahui dengan pasti kapan permulaan adanya “Desa”. Menurut 

Ilmu Kemasyarakatan, manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup selalu 

dalam hubungan dengan manusia lain. Sejak lahir sampai mati manusia 

berhubungan dengan manusia lain, di manapun ia berada, ia berhubungan 

langsung atau tidak langsung dengan sesamanya. Secara sadar atau tidak sadar 

manusia senantiasa memelihara, membina dan mengembangkan hubungan antara 

manusia.85 

Hal yang demikianlah dapat disebut sebagai instinct untuk hidup 

bersama.Tiap-tiap kali ada sejumlah manusia dengan istri dan anaknya, maka 

lazimnya mereka memilih suatu tempat kediaman bersama, bukanlah pembawaan 

seorang manusia untuk hidup menyendiri perseorangan atau bertempat tinggal 

hanya dengan istri dan anak ataupun mengembara kian-kemari. Jika ada 

segerombolan manusia menempuh hidup mengembara dijaman dahulu, maka 

akhirnya mereka toh memilih suatu tempat, dimana mereka dalam kumpulan yang 

                                                           
85 Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi...... Op.Cit.,hlm. 11 
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besar atau kecil memutuskan untuk bertinggal buat selama-lamanya dengan 

turun temurun.86  

Dalam hidup berkumpul itu mereka dapat dengan lebih ringan memelihara, 

mengusahakan dan mempertahankan kepentingan bersama. Bahaya alam dan 

binatang buas selalu mengancam mereka, sehingga mereka selalu membutuhkan 

kerjasama dalam hubungan yang erat dan teratur.87  Dalam rangka usaha tersebut 

manusia bertempat tinggal bersama-sama di suatu tempat yang dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Unsur keadaan dan lingkungan mempengaruhi di mana 

tempat tinggal bersama diadakan. Di pantai, jauh ke pedalaman, di kaki lereng, 

dan di puncak gunung, bahkan di atas air seperti halnya Desa – di atas air di 

Cilacap.88 Maka dari itu, setidaknya terdapat tiga alasan pokok pentingnya 

membentuk masyarakat desa, yaitu pertama, untuk hidup yaitu mencari makan, 

pakaian dan perumahan; kedua, untuk mempertahankan hidupnya terhadap 

ancaman dari luar dan ketiga, untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.89 

Atas dasar tiga alasan pokok tersebutlah terbentuk berbagai macam bentuk 

desa di antaranya adalah desa pertanian, desa perikanan dan pelajaran, desa pasar 

(dagang), desa istirahat (mengaso), desa tambangan (penyebrangan), desa tempat 

keramat, sumber air, hasil pertambangan, desa tambakan. Berbagai macam desa 

yang disebut ini pada dasarnya dibentuk atas dasar bertempat tinggal bersama, 

yang dalam bahasa asing disebut “territoriale rechtgemeenschappen”. Di 

samping itu, di negeri kita ada masyarakat lain yang dibentuk atas dasar keturunan 

                                                           
86 Soetardjo Karto Hadikoesoemo, Desa..... Op.Cit., hlm.5 
87 Ibid 
88 Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi… Op.Cit., hlm. 11 
89 Soetardjo Karto Hadikoesoemo, Desa…. Op.Cit.,hlm. 5 



46 
 

 
 

dan oleh orang asing dinamakan “genealogische rechtgemeenschappen”. 

Masyarakat dalam bentuk yang kedua ini tidak terdapat di Jawa dan Madura, 

melainkan di kepulauan lainnya.90 

Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa terdapat dua elemen penting untuk 

mengenali terbentuknya suatu desa. Pertama, desa genealogis (genalogis = asal 

usul, generatie, keturunan) Penduduk Desa ini berasal dari keturunan yang sama. 

Desa genealogis praktis tidak ada lagi hanya tinggal beberapa, misalnya Desa 

Cekeusik, kenekes dan Cibeo yang didiami hanya oleh orang Baduy, terletak di 

Kabupaten Lebak (sebelah Barat Provinsi Jawa Barat). Kedua, desa territorial 

(territoir = wilayah), desa yang berdasarkan wilayah.91  

1. Bentuk dan Sifat Desa 

 

Sebagaiamana yang telah diuraikan di atas, terdapat dua elemen penting untuk 

dapat membentuk desa. Oleh karenanya, bentuk-bentuk desa tidak terlepas dari 

dua elemen di atas yaitu genealogis dan territorial, dua elemen inilah yang 

menjadikan terjalinnya ikatan yang kuat sehingga membentuk sebuah desa. 

Namun, selain dua hal tersebut terdapat desa yang dibentuk secara campuran. 

Adapun bentuk-bentuk itu sifatnya pada pokoknya adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
90 Ibid…. hlm. 5-8 
91 Bayu Surianingrat, Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 tahun 1979, Metro Pos, Jakarta, 

1980. hlm. 9 
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a. Bentuk genealogis 

 

Jenis ikatan pertama melahirkan bentuk, yang dalam bahasa asing 

dinamakan “genealogis”, yaitu masyarakat hukum yang terjadi dari orang-

orang yang berasal dari turunan orang sejodo (orang laki beristri). Orang-

orang yang demikian dinamakan orang-orang sebangsa atau sesuku, juga 

sesuku bangsa atau sehulu bangsa (seturunan). Masyarakat seturunan yang 

lebih kecil dinamakan dalam bahasa asing “famili” “sanak saudara” “kaum 

keluarga” atau “kalawangsa” yang asalnya dari bahasa sansekerta. 

Kelompok yang lebih kecil lagi dinamakan “keluarga” atau “kulawarga”.92 

 Mengenai ikatan genealogis timbullah pertama-tama kebalikan 

susunan vaderrechttelijk (hukum keturunan pihak bapa) dan 

moederrechtelijk (hukum keturunan pihak ibu), susunan parental (hukum 

keturunan pihak bapak dan ibu) dan altenerend (hukum keturunan pihak 

bapak dan ibu, berganti-ganti). Susunan berhukum bapak 

(vaderrechttelijk) ialah suatu aturan dimana persamaan keturunan 

(keturunan sejati atau keturunan dalam anggapan belaka) dari sesama bapa 

leluhur menetapkan termasuk golongan kaum mana seseorang dalam 

susunan kekerabatannya, tergolong klan atau bagian klan mana dan 

golongan-golongan itu hidup sebagai kesatuan-kesatuan sosial dan oleh 

karenanya dikenalnya. Nias, Gayo, Batak dan sebagian penduduk 

Lampung adalah misal yang tepat buat susunan sedemikian itu masih 

                                                           
92 Soetardjo Kartohadikoesomo, Desa, Balai Pustaka, 1984, hlm. 65 



48 
 

 
 

benar-benar kentara nyata, di Maluku dan Kepulauan Timor ia banyak 

terdapat pula.93 

Berhadapan dengan keragaman tersebut (di Minangkabau, Krinci, 

Semendo dan di kalangan sementara suku bangsa kecil-kecil di Timur 

Besar) terdapat susunan berhukum ibu (moderrechtelijk) (hukum 

keturunan dari pihak ibu). Di sini yang menjadi patokan buat tempatnya 

dalam ikatan ialah persamaan keturunan dari garis perempuan dari satu ibu 

leluhur, dan golongan yang terikat menurut sistem tadi, ialah bagian clan 

adalah terbesar arrinya bagi  kehidupan hukum. Pada susunan kerabat satu 

segi (eenzijdig) itu acapkali terdapat aturan exogamie, yaitu larangan 

berkawin dengan sesama anggota clan atau bagian klan. Bilamana dalam 

sesuatu masyarakat terdapat kedua macam susunan kerabat itu, yang 

teratur sosial dan sebagai golongan dapat dikenal terang, sehingga masing 

anggota baik termasuk klan patrilineal (clan bapak) maupun termasuk klan 

matrilinieal (clan ibu), maka keadaan demikian itu dalam hukum adat 

disebut “dubbel unilateral”, mungkin untuk Indonesia, misalnya ialah 

Kepulauan Timor (Mollo di Timur, suku Kodi di Sumba). Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka di lain tempat, misalnya di banyak daerah di 

Kalimantan dan Sulawesi, faktor genealogis tidak terdapat disusunan satu 

segi (di clan),  akan tetapi terdapat disusunan dua segi (tweezijdig) atau di 

susunan parental; di situ maka golongan kerabat baik dari pihak bapak 

                                                           
93 Mr. B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, “Asas-Asas dan Susunan 

Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht)”, cetakan kesembilan belas, PT.Pradnya 

Paramita, Jakarta,1987, hlm.9 
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maupun dari pihak ibu umumnya sama artinya bagi penghubungan 

hukum.94 

Melalui jalan endogmie yaitu berkawin dalam sukunya sendiri (ini 

bukannya suatu keharusan melainkan kebiasaan maka susunan parentaal 

sedemikian itu dapat mempertahankan ikatannya (ke arah semua pihak) di 

dalam suku sendiri. Pada akhirnya di daerah seperti rejang, maka dasar 

kekerabatannya bukannya patrilineal dan bukannya parental, akan tetapi 

dasarnya tergantung dari bentuk perkawinan; yaitu bentuk perkawinan 

dimana anak termasuk clannya bapak = (vaderrechtelijk huwelijk) hal 

mana seringnya terjadi dengan bentuk perkawinan di mana anak termasuk 

clannya ibu (susunan kerabat satu segi berganti-ganti = alternerend 

eenzijdige verwanternorde. Di samping itu ada lagi bentuk perkawinan 

bentuk ke tiga, di mana anak sama kedudukannya terhadap clannya bapak 

dan clannya ibu (tambahan lagi dalam keadaan tertentu memindahkan 

anak dari clannya ibu ke clannya bapa juga munkgin.95 

 

b. Bentuk Teritorial96 

 

Daerah hukum territorial terjadi atas suka rela warga-warga 

masyarakat sendiri untuk bertempat tinggal pada sesuatu tempat atas dasar 

kepentingan bersama. Dari daerah hukum territorial terkenal tiga jenis. 

                                                           
94 Ibid, hlm. 10 
95 Ibid 
96 Soetardjo Kartohadikoesomo, Desa.... Op.Cit., hlm. 69-71 
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1) Jenis pertama ialah apa yang dinamakan “persekutuan hukum” 

dalam bahasa asing dinamakan “dorpsgemenschap”. Sifatnya 

sebagai berikut. 

a) Ada masyarakt terjadi dari orang-orang yang tidak terikat 

oleh hubungan darah, jadi tidak termasuk kerabat dari suatu 

keturunan; 

b) Masyarakat itu bertempat tinggal di suatu tempat, di atas 

sebidang tanah; 

c) Tempat kedudukan itu mempunyai wilayah (territoir) 

dengan batas yang tertentu; 

d) Induk desa ada yang mempunyai anak desa yang 

dinamakan pedukuhan, dukuh, kampung; anak desaitu tidak 

berdiri sendiri, tidak mempunyai kekuasaan sendiri dan 

tidak mempunyai pemerintah sendiri; anggota-anggota 

pemerintah desa yang bertempat tinggal di anak desa adalah 

bagian pemerintah desa seluruhnya; 

e) Desa mempunyai pemerintah yang berkuasa atas seluruh 

daerah hukum sebagai kesatuan yang bulat; 

f) Desa berhak atas pemerintahan sendiri dan berhak 

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri; 

g) Desa mempunyai harta-benda sendiri, sebagai kelanjutan 

hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri; 

h) Desa mempunyai hak kuasa (beschikkingrecht) atas tanah 

dalam wilayahnya 

Bentuk pertama ini terutama terdapat di Jawa, Madura dan 

Bali 

 

2) Jenis kedua ialah “persekutuan daerah” dalam bahasa asing 

dinamakan “streekgemenschap”. Sifatnya sebagai berikut. 

a) Di suatu daerah ada beberapa tempat kediaman masyarakat 

yang satu terpisah dari masyarakat lain; 

b) Masing-masing tempat kediaman masyarakat mempunyai 

kekuasaan sendiri (berdiri sendiri) 

c) Masing-masing mempunyai pemerintah sendiri; 

d) Tempat-tempat kediaman (desa-desa kecil) itu menjadi bagian 

daerah hukum yang lebih besar; 

e) Daerah hukum yang besar itu mempunyai wilayah dengan 

batas yang terntentu; 

f) Desa yang merupakan persekutuan daerah itu mempunyai 

pemerintah sendiri yang tetap dan berkuasa atas seluruh 

wilayah daerah; 
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g) Persekutuan daerah itu mempunyai hak kuasa atas tanah 

belukar yang terdapat di sela-sela tanah pertanian, yang masih 

dikerjakan dan tanah pertanian yang sudah kosong sebab 

ditinggalkan oleh yang mempunyai hak milik; 

h) Persekutuan daerah juga bisa terjadi dari induk desa dan anak-

anak desa yang asalnya terjadi dari pemisahan rakyat dari induk 

desa ke anak-anak desa. Dalam hal yang demikian, induk desa 

dan anak-anak desa mempunyai kedudukan yang tidak sama; 

induk desa lebih tinggi dari anak desa. Akan tetapi semuanya 

mempunyai kedudukan sendiri-sendiri (masing-masing berdiri 

sendiri)  

Contoh-contoh bentuk desa ini terdapat di daerah Angkola, 

Mandailing dengan adanya kuria dan huta, di Sumatera Selatan 

dengan adanya marga dan dusun. 

 

3) Jenis yang ketiga ialah bentuk “gabungan dusun” (dorpenbond). 

Sifatnya adalah sebagai berikut. 

a) Dalam sesuatu darah ada beberapa desa 

b) Desa-desa itu mempunyai wilayah dan batas sendiri-sendiri; 

c) Masing-masing mempunyai pemerintah sendiri; 

d) Masing-masing berhak atas pemerintahan dan mengatur serta 

mengurus rumahtangganya sendiri; 

e) Masing-masing mempunyai hak kuasa atas tanah sendiri 

(“beschikkingrecht”); 

f) Untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama, misalnya 

di lapangan pengairan, keamanan, pertahanan, perekonomian, 

pengadilan dan sebagainya desa-desa itu menyelenggarakan 

kerjasama yang tetap; 

g) Gabungan dusun itu mempunyai pemerintah yang terjadi dari 

kerjasama antara pemerintah-pemerintah dari desa-desa yang 

tergabung; biasanya salah seorang kepala dari desa-desa bagian 

dipilih menjadi kepala gabungan-dusun untuk waktu tertentu; 

h) Gabungan dusun tidak punya hak kuasa atas tanah; 

Bentuk desa seperti ini terdapat di pedalaman daerah Batak. Di 

tanah Jawa jaman dahulu terdapat desa-desa serupa itu dan 

dinamakan “monco pat” dan “monco limo”desa, akan tetapi 

tidak merupakan daerah hukum, desa-desa mana sejak tahun 

1874 telah menjelma menjadi “onderdistict” 
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c. Bentuk Campuran97 

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo yang dinamakan bentuk 

campuran adalah bentuk desa-desa yang disusun atas dasar dua macam 

faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor territorial (daerah). Di dalam 

daerah hukum teritorial terdapat masyarkat –masyarakat seturunan yang 

memegang kekuasaan, sedang penduduk perseorangan juga berkedudukan 

sebagai rechtssubject (pemegang hukum atau mempunyai kekuasaan 

menurut hukum). Daerah territorial itu sebagai daerah hukum memegang 

kekuasaan karena hukum, mempunyai pemerintah, mempunyai hak atas 

harta benda sendiri, melakukan perbuatan hukum, dan sebagainya. Di 

bawahnya terdapat suau atau beberapa masyarakat hukum, yang masing-

masing mempunyai kekuasaan sendiri, mempunyai pemerintah (pengurus 

sendiri), mempunyai harta benda sendiri, berkah melakukan perbuatan 

hukum. Dalam pada itu tiap-tiap penduduk juga mempunyai kedudukan 

sebagai pemegang hukum. 

Di daerah Minahasa di jaman dahulu ada bentuk seperti itu, yaitu 

di sana terdapat daerah territorial yang dinamakan “perkasaan”, terjadi dari 

suatu suku yang menetapkan daerahnya dengan wilayah dan batas sendiri. 

Di dalamnya terdapat masyarakat hukum, yang berhak atas pemerintahan 

sendiri, dengan mempunyai harta benda sendiri dan sebagainya. Di Ambon 

susunan daerah campuran bawah ke atas sebagai berikut:98 

1) Famili yang dinamakan “dati” 

                                                           
97 Ibid, hlm. 71-73 
98 Ibid., hlm. 48 
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2) Desa territorial dan  

3) Gabungan-dusun territorial 

 

Di daerah Minangkabau susunan itu dari bawah ke atas sebagai 

berikut: 

1) Famili, 

2) Suku, 

3) Nagari teritorial, 

4) Gabungan nagari (“dorpendond”) 

5) Federasi dari gabungan-gabungan nagari. 

 

 Dari bentuk campuran itu terdapat lima jenis.99 

1) Suatu masyarakat seturunan (suku) menetap di suatu daerah yang 

kemudian menentukan wilayahnya dengan batas-batas yang tertentu. 

Daerah itu memegang kekuasaan sendiri, mempunyai pemerintah 

sendiri, mempunyai harta benda dan sebagainya. Daerah itu adalah 

suatu daerah hukum teritorial, akan tetapi yang menguasai adalh suatu 

kesatuan masyarakat genealogis.  

Bentuk seperti ini terdapat di Buru 

2) Bentuk yang kedua ialah bahwa di dalam suatu daerah hukum teritorial 

di samping suku atau beberapa suku (bagian suku) terdapat golongan-

golongan dari lain-lain suku atau orang-orang perorangan sebagai 

warga desa kelas 2 dalam hal melakukan hak tatapraja dan menguasai 

tanah. 

Bentuk sebagai itu terdapat di daerah Batak Toba dan Rejang. 

3) Bentuk yang ketiga adalah sebagai berikut: 

Dalam suatu daerah hukum teritorial terdapat suatu suku (bagian suku) 

sebagai warga desa asli. Di sampingnya dan di atasnya terdapat suatu 

masyarakat yang menyerbu dari luar dan menguasai masyarakat 

seturunan yang asli dan juga memegang kekuasaan daerah hukum itu. 

Akan tetapi masyarakat yang mendatang dan berkuasa itu tidak berhak 

atas tanah yang tetap dikuasai oleh warga-warga desa asli. 

Bentuk sebagai ini terdapat di Sumba Tengah dan Sumba Timur. 

4) Jenis yang keempat terdapat di Minangkabau dan Bengkul; bentuknya 

adalah sebagai berikut. 

Dalam daerah hukum teritorial (nagari,marga terdapat bagian-bagian 

suku yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan darah; mereka 

adalah keturunan dari orang-orang yang membuka tanah pertanian 

pada permulaan (cikal bakal). Dan oleh karena itu, mereka (masing-

masing bagian suku) menguasai tanah pertanian  dalam wilayahnya 

sendiri. Wilayah daerah hukum teritorial ialah  terjadi dari 

bergabungnya wilayah-wilayah pertanian yang dikuasai oleh negara-

                                                           
99 Ibid., hlm. 48-49 
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bagian suku dalam daerah teritorial itu. Bersama-sama mereka adalah 

pemegang hukum tatapraja dalam daerah teritorial temapt 

kediamannya bersama. 

5) Bentuk yang kelima hampir sama dengan bentuk yang keempat. Dalam 

daerah teritorial terdapat beberapa bagian suku, yang sama satu dengan 

yang lain tidak ada hubungan darah. Akan tetapi masing-masing 

bagian suku dalam daerah itu tidak mempunyai kekuasaan sendiri-

sendiri atas tanah pertanian, melaikan bagian-bagian suku itu bersama-

sama berkuasa atas tanah pertanian  dalam seluruh daerah teritorial dan 

bersama-sama berkuasa pula atas pemerintahan dalam  daerah itu. Ini 

berarti bahwa masing-masing bagian suku tidak mempunyai wilayah 

sendiri-sendiri. 

Bentuk seperti itu terapat di daerah Minangkabau dan Rejang. 

Dalam lima jenis bentuk campuran menurut Soetardjo 

Kartohadikoesoemo yang telah diuraikan di atas, dengan jelas 

tergambar sifat dan bentuk campuran yaitu bahwa salam tiap-tiap 

daerah ada daerah teritorial dan ada masyarakat genealogis 

(seturunan). Dalam daerah berbentuk campuran itu untuk tiap-tiap 

orang yang bermaksud hendak masuk menjdai warga desa, haruslah ia 

melakukan dua macam tindakan-hukum, yang tidak dapat dipisahkan, 

yaitu: 

Pertama, ia harus diterima menjadi warga suku atau salah satu suku 

(bagian suku) dalam daerah itu, dan kedua ia harus msuk dalam ikatan 

daerah (teritorial) artinya ia harus bertempat tinggal menetap di bumi 

daerah itu.  

 

Melihat kecenderungan manusia untuk hidup bersama dan mempunyai 

tempat tinggal bersama seperti yang diterangkan terdahulu rupanya tidak hanya 

terdapat di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain pada masa permulaannya, 

misalnya di Inggris di mana tempat tinggal bersama itu disebut “parish”, di 

negara Belanda disebutnya “waterschap”, di Amerika Serikat dinamakan 

“borough”. Demikian pula di Indonesia terdapat beraneka nama untuk kelompok 

rumah-rumah misalnya Kampung (Jawa Barat), Gampong (Aceh), Huta atau Kuta 

(Tapanuli). “Marga” (Sumatera Selatan), “Negorij” (Maluku), Negeri 
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(Minangkabau), Dusun (Lampung), Wanua (Minahasa), Gaukay (Makassar), dan 

sebagainya.100   

2. Pemaknaan Desa 

 

Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada 

awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas 

wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk 

mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan self-governing community. 

Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa 

kolonial Belanda.101 

Mashuri Maschab dalam bukunya yang berjudul “Politik Pemerintahan 

Desa di Indonesia” memberikan pemaknaan terhadap desa berdasarkan tiga 

terminologi102. Pertama, pemaknaan desa secara sosiologis, yang menggambarkan 

suatu bentuk kesatuan masyarakat yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan 

masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu 

lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak 

kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-

kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis terebut, desa diasosiasikan dengan 

suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya dari sektor 

pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya 

jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya. 

                                                           
100 Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi… Op.Cit., hlm. 12 
101 Sutoro Eko, Masal Lalu, Masa Kini dan Masa Depan..... Op.Cit., hlm.5 
102 Mashuri Mashab, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Polgov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 

2013, hlm. 1-2 
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Kedua, pemaknaan secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan 

masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa 

yang disediakan alam di sekitarnya. Dalam pemaknaan kedua ini, desa merupakan 

satu lingkuangan ekonomi dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

Ketiga, pemaknaan secara politik, dimana ‘desa’ sebagai suatu organisasi 

pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai 

wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam 

pemaknaan yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan 

masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”. 

Lebih lanjut, desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat-istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa 

sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam 

bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif (administrative 

entity), tetapi sebagai entitas hukum (legal entity), yang berarti harus dihargai, 

diistemewakan, dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Hal ini juga 

terkait dengan konsep Indonesia mengenai hubungan antar manusia yang tidak 

sekedar tercermin dari ikatan persaudaraan (brotherhood), tetapi meliputi pula 

hubungan antarmanusia dan sekaligus antara manusia sebagai pribadi dengan 
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masyarakat (komunitas), sehingga kaitannya menjadi lebih lama, yakni 

persaudaraan dan kekeluargaan.103  

Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang 

mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat 

(self-governing community). Sebagai sebuah “republik kecil”, nagari mempunyai 

perangkat pemerintahan demokratis: unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

Nagari, secara antropologis, merupakan kesatuan holistik bagi berbagai perangkat 

tatanan sosial-budaya. Ikatan bernagari di Minangkabau, dulu, bukan saja 

primordial-konsanguinal (ikatan darah dan kekerabatan adat) sifatnya, tetapi juga 

struktural fungsional dalam artian teritorial-pemerintahan yang efektif. Karena itu, 

nagari mempunyai kaitan ke atas; ke Luhak dan ke Alam, dan kaitan ke samping 

antara sesama nagari, terutama adalah kaitan emosional. Sistem otonom seperti ini 

adalah ciri khas masyarakat bersuku (tribal society) demi kepentingan 

mempertahankan diri dan pelestarian nilai-nilai masing-masing nagari, yang 

fokusnya adalah keragaman. Ikatan Luhak dan Alam adalah ikatan totemis dan 

kosmologis yang mempertemukan antara nagari-nagari itu dan mengikatnya 

menjadi kesatuan-kesatuan emosional spiritual. Karena itu orang Minang secara 

sadar membedakan antara kesatuan-teritorial-konsanguinal dalam bentuk republik 

nagari-nagari dengan kesatuan-totemis-kosmologis.104 

Sebagian ahli berpendapat bahwa desa-desa di Jawa dibentuk dan 

didirikan atas pengaruh orang Hindu, kalau dilihat dari adanya persamaan-

                                                           
103 Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, Republik Desa..... Op.Cit., hlm. 3-4 
104 Sutoro Eko, Masal Lalu, Masa Kini dan Masa Depan..... Op.Cit., hlm.5 
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persamaan dengan keadaan di India. Pendapat dari Kern dan Mr. Vn Der Berg. 

Sebagian ahli lagi berpendapat bahwa daerah hukum yang di Jawa, di Madura, 

dan Bali, dinamakan desa itu adalah ciptaan orang Indonesia asli dan bukan 

dibikin atas pengaruh Hindu. Dan para ahli yang belakangan ini memberikan 

alasan bahwa mengingat sebahagian terbesar dari daerah seberang tidak pernah 

mendapat pengaruh Hindu dan di daerah-daerah tadi yang begitu juga seperti 

daerah Philipina, terdapat daerah hukum semacam desa, maka agaknya pengaruh 

Hindu melainkan dibikin bangsa Indonesia sendiri, walaupun ia memakai nama 

Sansekerta. Pendapat dari Van Vollen Hoven dan Dr. Brandes.105  

Kehidupan bersama sebagai cikal bakal desa itu melahirkan tata-hidup 

yang berkembang menjadi adat, yang ditaati tanpa syarat oleh segenap anggota 

masyarakat. Adat adalah tidak lain dari hukum yang tidak tertulis, turun temurun 

sejak adanya nenek moyang, hukuman bagi yang melanggarnya berupa sikap 

tindakan dari keseluruhan golongan. Oleh Karena itu masyarakatnya disebut 

masyarakat hukum (rechtsgemeenschap) dan daerahnya dinamakan daerah hukum 

(rechtsgebeid atau rechtsstreek). Dengan demikian tiap daerah mempunyai adat-

istiadatnya masing-masing, mengatur dan mengurus hidup bersama. Istilah 

mengatur berarti bahwa ada orangnya yang mengatur, yang dapat terdiri dari satu 

atau lebih orang atau suatu lembaga. Istilah yang artinya lebih keras dari mengatur 

yang dapat terdiri dari satu atau lebih orang atau suatu lembaga. Istilah yang 

artinya lebih keras dari mengatur ialah “memerintah”, maka lembaganya disebut 

pemerintah. Istilah mengatur yang lebih mengandung pembinaan ialah 

                                                           
105 . Nyoman Beratha, Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Ghalia Indah, Jakarta, 

1982, hlm. 11 
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“mengemong” dan orang atau lembaganya disebut pengemong atau pamong. 

Dengan demikian mengatur atau pemerintah kampong, yang kemudian disebut 

“Desa” dinamakan pamong desa.106 

Menurut Soetardjo belum dapat dipastikan apakah semua desa yang masuk 

jumlah itu adalah benar-benar masyarakat yang memenuhi norma-norma bagi 

sesuatu daerah hukum yang dinamakan desa. Menurut hukum yang masih berlaku 

sampai sekarang norma-norma itu adalah sebaga berikut. Bahwa masyarakat itu 

menurut hukum adat :107 

a. Berhak mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan oleh batas-batas yang 

sah. 

b. Berhak untuk mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangganya 

sendiri. 

c. Berhak memilih atau mengangkat kepala daerahnya atau majelis 

pemerintahan sendiri. 

d. Berhak atas tanah senidiri. 

e. Berhak untuk memungut pajak sendiri. 

 

Pada saat Negara Republik Indonesia menghadapi kewajiban untuk 

menjalankan pembangunan secara besar-besaran dengan sistematik yang baik, 

maka untuk mendapatkan dasar yang kuat bagi pembangunan itu, perlulah 

diketahui desa-desa yang mana dari berpuluh-puluh ribu jumlahnya itu dapat 

memenuhi norma-norma untuk ditetapkan sebagai desa, yang  mempunyai 

kedudukan sebagai desa, yang mempunyai kedudukan sebagai daerah hukum. 

Banyak diantara masyarakat kecil itu yang hanya merupakan kelompok penduduk 

                                                           
106 Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi… Op.Cit., hlm. 13 
107 Soetardjo Karto Hadikoesoemo, Desa…. Op.Cit.,hlm. 22 
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yang bertempat tinggal bersama pada satu tempat, baik atas dasar kesediaan untuk 

bertempat tinggal bersama saja, dengan tidak mempunyai hak kekuasaan.108 

Terbentuknya desa yang dipengaruhi karena adanya dua faktor yang 

yaitu faktor genealogis dan teritorial mempunyai kesamaan terhadap terbentuknya 

masyarakat hukum adat yang diungkapkan oleh Soepomo. Menurut Soepomo, 

masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut 

dasar susunannya, yaitu berdasarkan pertalian keturunan (genealogis) dan yang 

berdasarkan lingkungan daerah (teritorial).109 

Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat yang dimaksud oleh Soepomo  

adalah seperti uma di Metawai, euri di Nias, Huta dan Kuria di Batak, nagari di 

Minangkabau, marga dan dusun di sebagian Sumatera Selatan, suku di 

Kalimantan, Desa di Jawa, Sunda, Madura, Bali, gampong (meunasah) di Aceh, 

dusun di daerah Melayu, Bangka dan Belitung, sebagian daripada gabungan 

wilayah di Sumatera Selatan, negorij di Minahasa dan di Ambon.110 

Melalui pemahaman yang demikian, banyak pendapat mengartikan desa 

disamakan artinya dengan apa yang disebut dengan masyarakat hukum adat. 

Namun dalam perkembangannya, desa bukan hanya istilah yang disematkan pada 

persekutuan hukum seperti yang disebut di atas, desa juga disematkan pada 

persekutuan hukum dibawah kecamatan yang dapat mengurus rumah tangganya 

sendiri. 

                                                           
108 Ibid 
109 Soerjono Soekanto, Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian, Rajawali, Jakarta, 

1986, hlm. 12-13 
110 Mr. B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, “Asas-Asas dan Susunan 

Op.Cit.,  hlm. 8-9 
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Hal ini dapat dilihat melalui perumusan dalam UU No. 5 Tahun 1979 

dengan mengartikan desa sebagai  wilayah yang ditempati oleh sejumlah 

penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung 

di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dengan 

demikian, terdapat dua wilayah berbeda antara wilayah masyarakat hukum adat 

dan wilayah pemerintahan desa yang dapat dibentuk dibawah camat yang dapat 

menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. 

Perumusan yang demikian memang tidak lah terlepas dari pengaruh 

konsep desa baru bentukan Soeharto.  Desa bentukan Pemerintahan Soeharto 

adalah desa baru yang dibentuk pada bekas kesatuan masyarakat hukum adat. 

Kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui oleh IGO 1906 dan IGOB 1938 

sudah dihapus oleh UU No. 19/ 1965 dan lembaganya telah dilikuidasi oleh UU 

No. 5/ 1979.111 

 

Hal ini sejalan dengan pemikiran Sutoro Eko, Desa pada umumnya 

mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan 

hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.112 Sejatinya desa adalah 

negara kecil atau apa yang dimaksud Ter Haar sebagai doorps republiek, karena 

sebagai masyarakat hukum desa memiliki semua perangkat suatu negara: teritori, 

warga, aturan atau hukum (rules atau laws) dan pemerintahan. Dengan ungkapan 

lain, pemerintah desa memiliki alat (polisi dan pengadilan desa) dengan 

                                                           
111 Hanif Nurcholis, “Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Dilihat Dari Pasal 18 B 

ayat 2 Undang Undang Dasar 1945”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43 No. 1 Januari 

2014, hlm. 150 
112 Sutoro Eko, Masa Lalu…… Op.Cit., hlm.6 
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mekanisme (aturan/hukum) untuk menjalankan “hak menggunakan kekerasan” 

(coercion) di dalam teritori tetap, artinya berlaku bagi setiap orang yang berada di 

wilayah itu dan/atau bagi setiap warga masyarakat itu, di mana pun ia berada.113 

Pemaknaan yang demikian, senada dengan apa yang diungkapkan oleh 

Iman Sudiyat, bahwa suatu desa adalah suatu kesatuan kemasyarakatan 

berdasarkan ketunggalan wilayah yang organisasinya didasarkan atas tradisi yang 

hidup dalam suasana rakyat dan mempunyai suatu badan tata urusan yang 

berwibawa di seluruh lingkungan wilayahnya. Ia merupakan kesatuan bertunggal 

wilayah terbesar dalam suasana rakyat dan merupakan organisasi pemerintahan, 

sepanjang ada pemerintahan; artinya: sepanjang tata urusan desa itu  mempunyai 

kekuatan pemaksa terhadap rakyatnya.114  

Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa 

mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk 

mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat 

hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah 

asalnya mengapa desa disebut otonomi asli yang berbeda dengan ‘daerah otonom’ 

lainnya seperti kabupaten, kerasidenan dan provinsi yang memperoleh 

otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional.115 

Setelah terjadinya konsep baru tentang desa yang dikontruksikan oleh 

pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru tersebutlah terdapat desa-desa yang 

                                                           
113 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa.. Op.Cit., hlm. 35 
114 Iman Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.126 
115 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa.. Op.Cit., hlm. 35 
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muncul di berbagai daerah baik di Jawa maupun di luar jawa yang terbentuk tidak 

berdasarkan adat setempat tetapi diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum.  

Bertolak dari pemahaman yang demikian maka pada dasarnya obyek 

materil “negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum beserta 

hak-hak tradisionalnya” yang tertuang dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yaitu 

masyarakat hukum adat berbeda dengan obyek materil yang diatur dalam UU No. 

6 tahun 2014 tentang Desa sebagai UU terbaru yang mengatur pemerintahan desa 

dimana obyek materilnya adalah desa bentukan Pemerintah Soeharto di bawah 

UU No. 5 tahun 1979.  

Desa yang lembaga yang struktur organisasi, fungsi, tugas, dan tata 

kelolanya ditentukan negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 6 tahun 2014 

tersebut belum mendapatkan kekuatan konstitusional dalam konstitusi negara 

(UUD 1945). Konstitusi negara dengan jelas hanya mengatur kesatuan masyarakat 

hukum adat yang memiliki perbedaan dengan desa sebagaimana yang tumbuh dan 

berkembang setelah Orde Baru. Demikian pula konsep pemerintahan masyarakat 

adat dalam UUD 1945 berbeda dengan konsep pemerintahan desa.  

B. Konsep Pemerintahan Desa 

 

Secara bahasa perkataan “desa” setidaknya dapat ditelusuri melalui 

rumusan yang diberikan oleh  Kartohadikoesomo dalam bukunya yang berjudul 

“DESA” . Perkataan “desa” , “dusun”, “desi” seperti  juga halnya dengan 

perkataan “negara”, “negeri”, “negari”, “nagari”, “negory”, (dari perkataan 
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nagarom), asalnya dari perkataan Sankskrit, yang artinya tanah air, tanah asal, 

tanah kelahiran.116  

Melalui rumusan yang demikian tentu belum memberikan pemahaman 

secara menyeluruh mengenai desa itu sendiri. Jika ditelusuri secara historis, 

kendati desa untuk pertama kali disinggung-singgung dalam UU pertama Hindia 

Belanda yang terkenal dengan Regelement op het beleid der Regering van 

Netherlands Indie (Regelement tentang kebijaksanaan pemerintahan), disingkat 

“Regeringsreglement” atau lebih disingkat lagi “R.R” yang kemudian dirubah 

dengan “wet op de Staalsinrichting van Netherlands indie” (undang-undang 

tentang susunan pemerintahan Hindia Belanda) yang disingkat dengan “Indische 

Staatsregelling” atau I.S tidak dijumpai pengertian tentang desa.117 

Dalam peraturan pelaksananya  “Inlandse Gemeente Ordounantie Jawa 

en Madura” disingkat I.G.O maupun I.G.O.B ( Inlandse Gementee Ordonantie 

Buitengewesten) juga tidak ditemui pengertian tentang desa. Rumusan tentang 

desa rupanya dipandang cukup dengan mempergunakan istilah “Indlandse 

Gemeente” atau dengan kata-kata “yang dimaksud dengan Inlandse Gemeente di 

Jawa adalah Desa:. Di dalam I.G.O.B Stbl. No. 490/1938 hanya disebutkan bahwa 

“Indlandse Gemeente” adalah suatu badan hukum yang diwakili oleh kepala 

Haminte Pribumi”.118  

                                                           
116 Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa…… Op.Cit., hlm.3 
117 Bayu Surianingrat, Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 tahun 1979, .................. 

Op.Cit.,hlm. 9 
118 Ibid, hlm. 17 
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Karena tidak ada definisi yang dapat dijadikan tumpuan, maka para ahli 

memberikan definisi dari berbagai segi. Dari segi geografi, R Bintarto 

mendefinisikan Desa sebagai berikut:119 

“Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-

unsur  fisiografis sosial ekonomis, politis dan kultural yang terdapat di 

situ dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-

daerah lain”. 

Dari segi pergaulan hidup, maka P.J. Bouman mengemukakan definisi bahwa : 

 “desa adalah salah satu bentuk  orang kuno dari kehidupan bersama 

sebanyak  yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan 

dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan 

kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-

ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisidan kaidah-kaidah 

sosial”. 

Ditinjau dari segi hubungan dengan penempatannya dalam susunan tertib 

pemerintahan, maka desa diberi batasan sebagai berikut:  

“desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan 

masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu  “badan 

hukum” dan adalah pula “badan Pemerintah” yang merupakan bagian 

wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya”. 

 

Menurut Soetardjo perkataan desa hanya dipakai di Djawa, Madura dan 

Bali. Perkataan dusun dipakai di Sumatra-Selatan; di Maluku orang mengenal 

nama dusundati. Di Batak perkataan dusun dipakai buat nama pedukuhan. Di 

Aceh orang memakai nama gampong dan meunasah buat daerah hukum yang 

paling bawah. Di Batak daerah hukum setingkat dengan desa diberi nama kuta, 

uta dan huta.120  

 

                                                           
119 I. Nyoman Beratha, Desa, Masyarakat Desa…….. Op.Cit., hlm. 26 
120 Soetardjo Karto Hadikoesoemo, Desa... Op.Cit., hlm. 3 
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Dalam praktiknya perkataan desa tidak hanya berada di tanah Jawa 

semata, sehingga Soetardjo memberikan definisi apa yang dinamakan desa ialah 

suatu kesatuan-hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa 

mengadakan pemerintahan sendiri.121 Jika dicermati rumusan ini mirip dengan 

rumusan yang ditinjau dari hubungan dengan penempatannya dalam susunan 

tertip pemerintahan sebagaimana yang telah dituliskan di atas.  

Sejalan dengan perumusan desa  di atas, dalam Undang-undang pertama 

tentang Pemerintah Desa dari Negara Kesatuan RI yaitu UU No. 5 tahun 1979. 

Pasal 1, kalimat pertama memberi perumusan Desa sebagai berikut : 

“dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk 

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi 

pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri  dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”. 

 

Kemudian dalam UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah disebutkan 

bahwa desa adalah:  

“.... Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem 

pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten...” 

 

Selanjutnya dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

Pasal 1 ayat 12 yang menjelaskan bahwa: 

 

                                                           
121 ibid 
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“desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentungan masyarakat setempat, berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia” 

 

Kemudian dalam perkembangan pengaturan desa yang terakhir 

sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 

disebutkan bahwa 

 

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. 

 

Dalam literatur ilmu hukum adat yang dikembangkan dalam zaman 

pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat hukum adat atau adat 

rechtsgemeenschappen adalah sama dan sebangun maknanya dengan desa atau 

volks gemeenschappen, dan diatur dengan dua buah ordonansi tentang desa, 

sebuah untuk pulau Jawa dan sebuah untuk pulau-pulau di luar Jawa. Kedua 

ordonansi tersebut menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, 

sehingga desa serta masyarakat hukum adat disebut sebagai republik-republik 

desa (dorps republiek).122 Namun seiring perkembangan waktu pemahaman desa 

menjadi semakin berkembang, desa tidak lagi disamakan dengan masyarakat 

hukum adat. Pergeseran makna ini dapat dilihat sebagaimana terlihat pada definisi 

                                                           
122 Irfan Nur Rahman, dkk., “Dasar PertimbanganYuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) 

Masyarakat HukumAdat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, 

Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011, hlm. 769 
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desa yang tertuang dalam UU No. 5 tahun 1979 dan kemudian melalui UU ini 

memberikan penyeragaman terhadap semua desa baik di Jawa maupun di luar 

Jawa. Melalui pengaturan desa dalam UU No. 5 tahun 1979 ini, corak desa dalam 

IGO dan IGOB dan bersifat istimewa hilang dan sirna sama sekali. 

Dari pengertian desa tersebut, didapatlah kunci ‘kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya 

sendiri’. Artinya desa itu memiliki hak otonomi. Hanya saja, otonomi desa disini 

berbeda dengan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kota 

dan kabupaten, tetapi otonominya hanya sebatas pada asal-usul dan adat istiadat. 

Dengan kata lain, otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

tersebut mengandung pengertian otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan 

telah menjadi adat-istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang 

bersangkutan. Sementara otonomi yang dimiliki pemerintah kota/kabupaten 

adalah otonomi formal/resmi. Artinya, urusan-urusan yang dimiliki atau menjadi 

kewenangan kota/kabupaten ditentukan berdasarkan undang-undang. Contoh 

urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten, di 

antaranya: 1) Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, 2) Urusan Kesehatan, 3) 

Urusan Pertanian, 4) Urusan Ketenagakerjaan, dsb. Sedangkan urusan-urusan 

yang menjdai kewenangan desa, diantaranya: 1) Urusan Pengelolaan Pasar Desa, 

2) Urusan Lumbung Desa, 3) Urusan Pertanian, 4) Urusan Pengelolaan makam 

keramat, 5) Urusan Penyelenggaraan Upacara Adat dan lain sebagainya.123 

 

                                                           
123 Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Berbasis Partisipasi Masyarakat 

dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas, Malang, Setara Press, 2012, hlm. 37 
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Dari perumusan di atas pula, jelas  bahwa desa adalah suatu wilayah. 

Tetapi tidak semua wilayah disebut desa. Dengan lain kata ada syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh wilayah agar menjadi desa. Wilayah yang tidak ada  

penduduknya tidak dapat menjadi Desa. Penduduk tersebut tidak sekedar 

bertempat tinggal di wilayah dan tidak asal penduduk saja. Berangkat dari 

rumusan di atas, maka setidaknya ada 4 (empat) unsur Desa.  

Pertama, Wilayah. Yang menjadi wilayah desa harus merupakan bagian 

Wilayah Kecamatan. Dengan kata lain Wilayah Kecamatan terdiri dari beberapa 

bagian. Wilayah desa harus ditentukan batas-batasnya. Batas tersebut harus 

diketahui dan disepakati oleh Desa yang berbatasan. Batas desa pada umumnya 

berupa batas alam, misalnya sungai, kali, pegunungan. Dapat pula batas itu berupa 

jalan besar, atau patok atau pohon yang sengaja ditanam dan akan bertahan lebih 

lama sebagai batas. Batas desa berarti pula sebagai batas wewenang dan 

tanggungjawab pemerintah Desa. Di luar batas desa, Pemerintah Desa tidak 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab. 

Kedua, penduduk atau masyarakat desa. Penduduk desa ialah setiap orang 

yang terdaftar sebagai penduduk atau bertempat kedudukan di dalam wilayah desa 

yang bersangkutan, tidak soal di mana ia mencari nafkahnya.124 Menurut Pasal 1 

UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan penduduk adalah 

Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di 

Indonesia.  

                                                           
124 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerinthan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hlm. 22 
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Penduduk setiap desa, baik desa yang berotonomi desa, maupun desa 

admnistratif, perlu dibentuk sebagai, atau merupakan suatu satuan masyarakat 

yang utuh. Setiap satuan masyarakat perlu diberi atau memiliki tanggungjawab 

tertentu secara langsung dalam soal-soal pemerintahan dan pembangunan. Agar 

setiap satuan masyarakat merasa bertanggungjawab secara langsung atas 

pembangunan dan pemerintahan desanya, masyarakat itu harus diberi atau 

memiliki peranan atas suatu atau beberapa gungsi atau langkah-langkah 

pemerintahan dan pembangunan.125 

Ketiga, Pemerintah. Yang dimaksud adalah pemerintah sendiri, dalam arti 

dipilih sendiri oleh penduduk Desa, melayani, di “gaji” dan bertanggung jawab 

kepada rakyat Desa. Dengan kata sehari-hari adalah dari, oleh dan untuk rakyat 

Desa sendiri. Keadaan pemerintah sendiri ini menunjukkan bahwa penduduk Desa 

yang dipandang sederhana dan belum berbau politik telah mengenal dan 

mempraktikkan demokrasi Desa di Indonesia, tegasnya sepanjang Sejarah Desa. 

R.R yang kemudian diganti oleh I.S. sebagai perundang-undangan pertama 

mengakui adanyha pemerintah Desa berbentuk pilihan sendiri termaksud di atas. 

Pasal 128 (1) I.S. mengatakan sebagai berikut :126 

 

(1) Desa memilih Kepala Desa dan anggota pemerintah Desanya sendiri 

dengan persetujuan pejabat yang ditunjuk untuk itu menurut ordonansi. 

Gubernur Jendral menjaga hak tersebut terhadap segala 

pelanggarannya. 

 

                                                           
125 Ibid, hlm. 23 
126 Bayu Surianingrat, Desa dan Kelurahan.. Op.Cit., hlm. 21 
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Pemerintah Desa sebagai alat Pemerintah ialah satuan organisasi terendah 

Pemerintah (RI) yang berdasarkan asas dekosentrasi ditempatkan di bawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Pemerintah Wilayah Kecamatan yang 

bersangkutan. Pemerintah desa tersusun di dalam suatu organisasi. Organisasi itu 

haruslah sederhana dan efektif. Hal itu perlu diperhatikan, mengingat kenyataan 

bahwa di desa tidak ada lagi instansi sektoral atau instansi vertikal.127 

Keempat, Otonomi Desa. Otonomi yang dimaksud disini bukanlah 

otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah sebagaimana yang 

dimaksudkan dalam otonomi daerah. Melainkan otonomi asli desa yang sudah ada 

sejak sebelum kemerdekaan. Seringkali otonomi dipandang sebagai suatu hak 

sehingga otonomi kadang-kadang diartikan sebagai hak mengatur dan mengurus 

rumah tangga sendiri. sebenarnya otonomi tidak selalu merupakan hak, tetapi 

dapat juga merupakan suatu kewajiban atau tanggung jawab. Maka ada pula 

otonomi yang bertanggung jawab. Otonomi Desa berasal dari adat kebiasaan desa. 

Semula meliputi urusan lahir-batin penduduk desa. Otonomi Desa berlainan 

dengan otonomi yang ada pada Daerah Otonom Tingkat I dan II. Otonomi pada 

daerah Otonom tingkat I dan II berasal dari pemrintah Pusat dalam rangka 

kebijaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Otonomi Desa 

berasal dari adat dan sudah lekat sejak terbentuknya desa itu. Karena ini pula, 

meskipun Desa memiliki otonomi, tetapi tidak merupakan Daerah Otonom. 

Daerah Otonom hanya dua tingkat, yaitu Daerah Tingkat I dan II. Jadi desa adalah 

tetap merupakan bagian dari wilayah Kecamatan, yang tidak menjadi Otonom 

                                                           
127 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi... Op. Cit., hlm. 24 
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maupun wilayah administratif, meskipun memiliki otonomi maupun sifat 

administratif.128  

Terhadap unsur-unsur di atas, terdapat perbedaan dalam menentukan unsur 

pembentukan desa. menurut Dr. Taliziduhu unsur pembentukan desa hanya tiga, 

yaitu hanya sampai batas adanya pemerintah desa.129 Sedangkan menurut Bayu 

Surianingrat unsur keempat yaitu otonomi desa menjadi bagian yang tidak dapat 

ditinggalkan. Unsur wilayah, penduduk dan pemerintah telah siap tetapi tanpa 

otonomi, maka wilayah itu tidak akan menjadi Desa menurut UU No. 5 tahun 

1979. Demikian pula sejumlah penduduk yang merupakan masyarakat hukum, 

mempunyai pengurus dan otonomi tetapi tidak mempunyai wilayah, maka tidak 

akan dapat menjadi desa.130  

 

Dalam konteks tata pemerintahan di Indonesia, Desa yang sejatinya sudah 

ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan jauh 

sebelum kedatangan Belanda, menjadi bagian yang tak terelakkan dalam 

pengaturan tata pemerintahan tatkala Belanda menjajah Indonesia. Dalam Pasal 

71 Rigeringsreglement (R.R) yang kemudian diubah menjadi Indische 

Staatrigeling (I.S) dikatakan bahwa:131 

“desa memilih kepala desa dan anggota pemerintah desanya sendiri 

dengan persetujuan pengurus yang ditunjuk untuk itu menurut ordonansi. 

Gubernur Jenderal menjaga hak tersebut terhadap segala pelanggarannya. 

Dengan ordonansi dapat ditentukan keadaan-keadaan dimana Kepala 

Desa dan Pemerintah Desa diangkat oleh penguasa yang ditunjuk untuk 

itu. Kepada desa diberikan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya 

                                                           
128 Bayu Surianingrat, Desa dan Kelurahan.. Op.Cit., hlm.22 
129 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi... Op. Cit., hlm.20 
130 Bayu Surianingrat, Desa dan Kelurahan.. Op.Cit., hlm.23 
131 Ibid, hlm. 11 
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dengan memperhatikan peraturanyang dikeluarkan oleh Gubernur 

Jendral, wilayah residen atau pemerintah otonom yang ditunjuk dengan 

ordonansi. Jika yang ditentukan dalam ayat satu dan tiga dari pasal ini 

dengan hak-hak yang diperkenankan dimiliki, maka berlakunya 

ditangguhkan. Dengan ordonansi dapat diatur wewenang desa untuk: 

 

1. Memungut pajak di bawah pengawasan  tertentu. 

2. Di dalam batas-batas tertentu menetapkan hukuman terhadap pelanggaran 

atas aturan yang diagakan oleh desa. 

 

Desa yang sebagian atau seluruhnya berada dalam batas suatu kota, 

dimana telah dibentuk dewan daerah yang termasuk di dalam batas 

termaksud, dapat dihapuskan dengan ordonansi atau bila dianggap perlu 

dikecualikan dari berlakunya aturan yang ditetapkan dalam ayat tiga pasal 

ini. sebagai akibat dari tidak berlakunya aturan tersebut, jika perlu dapat 

dibuat ordonansi. 

 

Sebagai pelaksana dari pasal-pasal tersebut pada tahun 1906 dikeluarkan 

suatu ordonansi yaitu “Inlandse Gemeente Ordonnantie Jawa en Madura” 

disingkat I.G.O Stbl. No. 83/1906, yang mengatur pemerintahan Desa, yaitu 

“Reglement Op de Verkiezing de Schorshing  en het Onstlag van de Hoofden der 

Inlandse Gemeenten op Java en Madura” (Ordonansi tentang Pemilihan dan 

Pemberhentian untuk sementara, Pemberhentian dengan tidak hormat Kepala 

Desa di Jawa dan Madura) Stbl. No. 212/1907. 

Pada dasarnya pengaturan desa di atas hanya berupa pengakuan dan 

pemberian dasar hukum terhadap desa. Desa secara resmi menjadi badan hukum. 

Di dalam bidang yang bukan adat, tindak tanduk Desa mempunyai kekuatan dan 

berdasarkan hukum. Namun pengaturan dalam I.G.O tersebut malah mengekang 
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kegiatan Desa, tingkah lakunya tidak bebas seperti sebelum pengaturan oleh 

Belanda.132 

Adanya Ordonantie-Ordonantie tersebut di atas, tata kehidupan dan tata 

pemerintahan di pedesaan-pedesaan tetap tidak mengalami perubahan-perubahan 

dalam arti pembiayaan-pembiayaan bagi perkembangan pedesaannya itu, hampir 

semua pembiayaan tetap harus dipikul oleh segenap warga desanya. Desa 

dibiarkan hidup dan berkembang atas kemampuannya sendiri. Memang ada 

perubahan-perubahannya tetapi hanya berkisar pada penentuan pajak bagi 

kepentingan  pihak kolonial.133 

Dalam perkembangannya, setelah Indonesia merdeka dan menghasilkan 

konstitusi pertama, dalam susunan pemerintahan di Indonesia, Desa didudukkan 

sebagai pemerintahan terbawah. Sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 18 

UUD 1945 yang berbunyi:  

“pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk 

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan 

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem 

pemerintahan dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat 

istimewa”.  

Dalam penjelasan Pasal di atas dikatakan bahwa134 oleh karena Negara 

Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di 

dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi 

                                                           
132 Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi ….. Op.Cit.,, hlm. 79 
133 G. Kartasapoetra, dkk., Desa dan Daerah dengan tata pemerintahannya, Bina Aksara, Jakarta 

1986, hlm. 39 
134 Harun Alrasid, Naskah Undang Undang Dasar 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR, 

UI Press: Jakarta, 2004, hlm. 26-25 
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dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang 

lebih kecil. 

Kendatipun dalam rumusan konstitusi pertama mengurus rumah tangganya 

sendiri, tetapi dalam praktiknya desa masih ditempatkan sebagai bagian Indonesia 

secara jelas meletakkan Desa sebagai pemerintah kecil yang mempunyai 

kewenangan untuk dari pemerintah daerah. Hingga belum perubahan UUD 1945 

atau sebelum reformasi setidaknya ada 5 undang-undang organiknya sebagai 

pengaturan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam konstitusi. Di antaranya 

Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional 

Pusat, UU No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 1 Tahun 1957 

tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, UU No. 18 tahun 1965 tentang pokok-

pokok pemerintah Daerah, UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja dan UU No. 

5 tahun 1979. 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Kedudukan Desa dan 

Kekuasaan Komite Nasional Daerah, menganggap desa sebagai salah satu bentuk 

Daerah Otonomi disamping daerah Kerasidenan, Kabupaten, Kota Otonom. 

Dalam hal ini desa diposisikan sebagai letak otonomi terbawah bukan kecamatan. 

Desa sebagai kesatuan masyarakat yang berhak mengatur rumah tangga 

pemerintahannya sendiri selama tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah.135  

Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1945 yang menitikberatkan pada 

paradigma kedaulatan rakyat yang memberikan otonomi luas dan mengganggap 

                                                           
135 Didik Sukrino, Pembaharuan............ Op.Cit., hlm. 6 
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desa sebagai salah satu bentuk Daerah Otonom di samping Kerasidenan dan 

Kabupaten, sementara dalam UU Nomor 22 Tahun 1948 yang ditetapkan pada 

tanggal 10 Juli 1948, menitikberatkan pada sistem pemerintahan daerah 

demokratis.136  

Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 dengan tegas menempatkan desa 

sebagai daerah otonom tingkat tiga dengan hak otonomi dan hak medebewind. 

Penjelasan umum UU No. 22 tahun 1948 angka 13 menjelaskan perbedaan antara 

hak otonomi dan hak medebewind. Hak otonomi adalah hak penyerahan penuh 

dari Pusat kepada Daerah baik tentang asasnya (prinsip-prinsipnya) maupun 

tentang caranya menjalankan kewajiban (pekerjaan) yang diserahkan. Hak 

Medebewind adalah penyerahan tidak penuh, artinya penyerahan hanya mengenai 

caranya menjalankan saja, sedangkan prinsip-prinsipnya (asas-asasnya) ditetapkan 

sendiri oleh pemerintah pusat. Mengenai kedudukan desa, penjelasan umum 

angka 18 UU No. 22 tahun 1948 menjelaskan,137 

Menurut Undang-undang pokok ini, maka daerah otonom yang terbawah ialah 

desa, negeri, marga, kota kecil dan sebagainya. Ini berarti bahwa desa ditaruh 

kedalam lingkungan pemerintahan yang modern tidak ditarik diluarnya 

sebagai waktu yang lampau. Pada jaman itu tentunya pemerintahan penjajah 

mengerti, bahwa desa itu adalah sendi negara, mengerti bahwa desa sebagai 

sendi negara itu harus diperbaiki segala-segalanya, diperkuat dan didinamisir, 

supaya dengan begitu negara bisa mengalami kemajuan. Tetapi untuk 

kepentingan penjajahan, maka desa dibiarkan saja tetap statis (tetap 

keadaannya). Pemberian hak otonomi menurut ini, Gemeente ordonnantie 

adalah tidak berarti apa-apa, karena desa dengan hak itu tidak bisa berbuat 

apa-apa, oleh karena tidak mempunyai keuangan dan oleh ordonnantie itu 

                                                           
136 Khairuddin, “Dekontruksi Politik Hukum Otonomi Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan 

di Indonesia”, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011, hlm. 241, yang dikutip 

dari M. Solly Lubis, Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah 

Daerah, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 135-136 
137 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta, 

2011,hlm. 213-214 
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diikat pada adat-adat, yang sebetulnya didesa itu sudah tidak hidup lagi. Malah 

sering kejadian adat yang telah mati dihidupkan pula atau sebaliknya adat 

yang hidup dimatikan, bertentangan dengan kemauan penduduk desa, hanya 

oleh karena kepentingan penjajah menghendaki itu. 

 

UU Nomor 22 tahun 1948 dengan tegas akan menyusun ulang desa sehingga 

layak menjadi daerah otonom dengan cara menggabung-gabungkan desa yang 

sudah ada. Desa-desa di Jawa dan Madura yang ukuran wilayah dan jumlah 

penduduknya tidak memenuhi syarat untuk dapat berdiri sendiri sebagai daerah 

otonom secara bertahap digabung dalam lingkup sebesar kecamatan. Sedangkan 

marga, kuria, kota kecil di luar Jawa yang sudah memenuhi syarat sebagai daerah 

otonom dapat ditetapkan sebagai daerah otonom. Asas penyelenggaraan desa 

adalah hak otonomi dan hak medebewind, bukan asas rekognisi (pengakuan oleh 

negara sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki susunan asli 

sebagaimana konsepsi Soepomo).138 

Sekalipun undang-undang ini telah ditetapkan, namun belum lagi dapat 

dilaksanakan, terjadi perang agresi ke-2 yang kemudian diakhiri dengan 

persetujuan Konperensi Meja Bundar(KMB) yang membawa akibat terbentuknya 

Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949.139 

Akan tetapi dengan adanya mosi integral Moh. Natsir dari partai Masyumi, semua 

kekuatan politik dan masyarakat menghendaki kembali ke Negara Kesatuan. 

Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS kembali menjadi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Konstitusi RIS 1949 diganti dengan Undang-Undang Dasar 

Sementara (UUDS) 1950.140 

                                                           
138 Ibid…hlm.214 
139Khairuddin, “Dekontruksi Politik Hukum…. Op.Cit.,hlm. 242  
140 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan… Op.Cit.,hlm. 214 
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Di tengah periode pemberlakukan UUDS 1950 tersebut lahirlah Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah 

besar dan kecil, yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dan yang 

merupakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tingkat yang derajatnya dari atas ke 

bawah adalah sebagai berikut: Daerah tingkat ke I, termasuk Kotapraja Jakarta 

Raya, Daerah tingkat ke II, termasuk Kotapraja, dan Daerah tingkat ke III.  

Mengenai pembentukan daerah Tingkat III, menurut UU No. 1/1957, 

harus dilakukan secara hati-hati, karena daerah itu merupakan batu dasar pertama 

dari susunan negara, sehingga harus diselenggarakan secara tepat pula karena 

daerah itu bertalian dengan masyarakat hukum Indonesia yang coraknya beragam, 

yang sulit sembarangan untuk dibikin menurut satu model.141 

Dalam memori penjelasan UU No. 1 Tahun 1957 Ad 2 dijelaskan bahwa 

dalam membentuk Daerah tingkat-III sejauh mungkin didasarkan pada kesatuan 

masyarakat hukum yang sudah ada dan hidup dalam masyarakat Indonesia, 

Karena dengan jalan ini otonomi daerah akan kuat dan bermanfaat bagi rakyat. 

Hendaknya dihindari membentuk daerah otonom tingkat tiga dengan  cara bikin-

bikinan, yaitu dengan cara membentuk wilayah administrasi wilayah administrasi 

di bawah kabupaten tanpa mempertimbangkan kesatuan masyarakat hukum adat 

                                                           
141 Sutoro Eko, Masa Lalu, Masa Kini, Masa Depan Otonomi Desa, Institute For Research and 

Empowerment, Yokyakarta, 2008, hlm.16 
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yang ada dan hidup. Jika Daerah Tingkat ke-III dibentuk demikian, maka daerah 

otonom terbawah ini tidak akan kuat.142 

 

Dalam situasi politik dan keamanan yang tidak stabil, Presiden 

mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Salah satu diktumnya adalah 

berlakunya kembali UUD 1945. Atas dasar dekrit ini, UUDS 1950 tidak berlaku. 

Berdasarkan Dekrit Presiden, Presiden mengubah sistem ketatanegaraan Republik 

Indonesia dan demokrasi liberal ke sistem totaliter yang dikenal dengan nama 

Demokrasi Terpimpin. Sistem pemerintahan yang semula desentralis diubah 

mejadi sentralistis.143 

 

Pada masa ini, Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 

yang diketua oleh R. Pandji Soeroso, yang ditetapkan dengan keputusan Presiden 

No. 514 Tahun 1961, setelah bekerja selama 2 tahun, Panitia Suroso berhasil 

menyelesaikan dua rancangan undang-undang, yakni RUU tentang pokok-pokok 

Pemerintahan Daerah dan RUU tentang Desa Praja. Pada tanggal 1 September 

1965, DPR-GR menetapkannya menjadi undang-undang. Masing-masing menjadi 

UU No. 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 

19 Tahun 1965 tentang Desa Praja.144 

 

                                                           
142 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan… Op.Cit.,hlm.215 
143 Ibid, hlm. 216 
144 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan 

Hingga Era Reformasi, Setara Press: Malang, 2015, hlm. 129-130 
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UU Nomor 19 tahun 1965 ditujukan sebagai undang-undang transisi untuk 

membentuk Daerah Tingkat III sebagaimana dimaksud oleh UU NO. 18 tahun 

1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. Maksudnya, UU No. 19 tahun 

1965 tidak dimaksudkan sebagai undang-undang pengaturan desa secara 

permanen, melainkan hanya sebagai undang-undang transisi. Tujuan akhir dari 

pembentukan pemerintahan daerah di Indonesia adalah terbentuknya daerah 

otonom tiga tingkat. Pembentukan daerah tingkat ketiga diawali dengan 

pembentukan desa praja. Desa Praja akan diubah menjadi Daerah Tingkat III. 

Pada akhirnya jika pembentukan daerah tingkat tiga sudah benar-benar dapat 

terbentuk, UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja tidak berlaku lagi.145  

 

Akan tetapi, UU Nomor 19 tahun 1965 tidak sempat dilaksanakan Karena 

pemerintahan Soekarno jatuh akibat Pemberontakan G30S/PKI. Melalui Intruksi 

Menteri Dalam Negeri No. 29/1966, pemberlakukan UU No. 19 tahun 1965 

ditangguhkan sampai adanya undang-undang yang baru tentang desa. Oleh 

Karena itu, secara informal pemerintah desa kembali diatur berdasarkan IGO dan 

IGOB.146  

 

Jatuhnya Soekarno tersebut sekaligus mengakhiri Rezim Orde Lama yang 

berarti juga sebagia pertanda berawalnya Orde Baru. Pemerintah Orde Baru 

menempatkan isu desentralisasi pemerintah desa setelah atau bahkan di bawah 

agenda konsolidasi politik pembangunan. Pada awal pemerintah Orde Baru 

                                                           
145 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan… Op.Cit.,hlm.216 
146 Ibid.. hlm. 217 
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pernah mengeluarkan UU No. 6 Tahun 1969 yang dimaksudkan untuk mengganti 

undang-undang yang mengatur pemerintah daerah sebelumnya. Lima tahun 

kemudian pemerintah mengeluarkan kembali UU No. 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintah Daerah yang betul-betul merupakan versi Orde Baru, 

yakni undang-undang yang merupakan instrumen untuk memperkuat birokratisasi, 

otoritarianisme, sentralisasi dan pembangunan. UU itu bukanlah kebijakan yang 

berorientasi pada desentralisasi untuk memperkuat otonomi daerah atau 

membentuk pemerintah daerah (local government), melainkan berorientasi pada 

pembentukan pemerintah pusat yang bekerja di daerah (the local state 

government). Ini bisa dilihat begitu kuatnya skema dekonsentrasi (desentralisasi 

administrative) dibandingkan devolusi (desentraisasi politik) dalam UU No. 5 

Tahun 1974.147 

 

Setelah mengundangkan UU No. 5 Tahun 1974, rezim Orde Baru 

kemudian mengaluarkan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. UU 

Nomor 5 Tahun 1979 lebih merupakan operasionalisasi UU No. 5 Tahun 1974 

pada tingkat desa.148 Melalui pengaturan ini, pemerintah desa dan ketentuan adat-

istiadat yang masih berlaku disamakan kedudukannya, maka secara otomatis 

semua kesatuan pemerintah desa yang disebut marga dihapuskan dengan 

perangkat-perangkatnya yang ada dan sekaligus dibentuk pemerintah desa yang 

                                                           
147 Khairuddin, “Dekontruksi Politik… Op.Cit., hlm. 246 
148 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan… Op.Cit.,hlm.218 
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lingkup kekuasaan wilayahnya (Ambsgebied) meliputi wilayah dusun lama yang 

berada di bawah naungan eks marga yang dihapuskan.149  

 

Desa oleh UU No. 5 Tahun 1979 diberi pengertian sebagai berikut: 

  

Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 

kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah 

camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. 

 

 

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa UU No. 5 Tahun 1979 tidak 

mengatur desa sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya terdapat kesatuan 

masyarakat hukum. Jadi, yang diatur wilayah yang bernama desa. Pengertian ini 

tentu sangat membingungkan karena kalimat “wilayah yang ditempati oleh 

sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk wilayah di dalamnya 

kesatuan masyarakat hukum” menjadi sulit dipahami dari segi teori local 

government. Apakah entitas tersebut local self-government atau self-governing 

community? Dalam teori otonomi daerah, entitas yang dapat menyelenggarakan 

urusan rumah tangganya sendiri atau otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum, 

bukan kesatuan masyarakat. Jika hanya menjadi kesatuan masyarakat, desa 

hanyalah self-governing community. Akan tetapi di belakang kalimat “sebagai 

kesatuan masyarakat” terdapat anak kalimat “termasuk di dalamnya kesatuan 

masyarakat hukum…. Dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya”. Apakah 

UU No. 5 Tahun 1979 kesatuan masyarakat mengidentikan dengan kesatuan 

masyarakat hukum? Atau kesatuan masyarakat membawahi kesatuan masyarakt 

                                                           
149 A.W. Widjaja, Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1979 (sebuah tinjauan), Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 4 
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hukum? Atau UU No. 5 Tahun 1979 hanya mengatur kesatuan masyarakat secara 

formal lalu pengurus resminya mengatur kesatuan masyarakat hukum yang ada di 

dalamnya? Dalam penjelasan UU No. 5 Tahun 1979 diterangkan bahwa desa 

berhak menyelenggarakan rumah tangganya, dan berbeda dengan kelurahan (yang 

tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya). Jika demikian, mestinya yang 

diatur adalah kesatuan masyarakat hukum, bukan kesatuan masyarakat. Dengan 

definisi yang ambigu tersebut, dalam praktik desa lebih dijadikan wilayah 

administrasi (local state government) terendah di bawah kecamatan.150 

Konstelasi politik pengaturan pemerintahan desa tidak berhenti pada masa 

Orde Baru saja dan tidak stagnan pada UU No. 5 Tahun 1979. Pasca jatuhnya 

Soeharto tatkala itu pula terjadilah reformasi yang memberikan dampak yang 

signifikan bagi perkembangan di daerah. Peristiwa penting yang menjadi tonggak 

dasar penyelenggaraan pemerintahan negara adalah diubahnya pasal 18 Undang 

Undang Dasar 1945 yang semula hanya satu pasal menjadi tiga pasal dan 8 

(delapan) ayat. 

Kendatipun demikian, sangat disayangkan karena perubahan Undang 

Undang Dasar 1945 tersebut belum memberikan payung hukum terhadap 

eksistensi desa. Pengaturan mengenai desa dan penyelenggaraannya hanya dapat 

dijumpai dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah UU Nomor 

22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir UU Nomor 6 tahun 2014. 

UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah lahir karena adanya 

tuntutan yang kuat dari daerah pada saat amandemen pertama Undang Undang 

                                                           
150 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan… Op.Cit.,hlm.219 
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Dasar NRI 1945. Sehingga lahirnya undang-undang ini mendahului dari 

perubahan Pasal 18 yang diamandeman pada tahun 2000 atau amandemen kedua. 

Dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 maka ketentuan UU No. 5 tahun 

1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 

tentang pemerintah Desa tidak berlaku lagi. Melalui UU No. 22 tahun 1999, 

pengaturan pemerintahan desa dimasukkan dalam satu peraturan dengan 

pemerintah daerah.  

Desa dalam UU No. 22 tahun 1999 diatur pada Bab XI dengan terdiri dari 

beberapa pasal dari pasal 93-111 yang mengatur mengenai pembentukan, 

penghapusan, dan/atau penggabungan desa, pemerintah desa, badan perwakilan 

desa, keungan desa, kerjasama antar desa. Dalam penjelasan umumnya disebutkan 

bahwa penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab pada 

Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksaan tugas tersebut 

kepada bupati.  

Adapun yang dimaksud desa dalam ketentuan undang-undang ini adalah 

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem 

Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.  

 

Semangat dasar undang-undang ini adalah memberikan pengakuan 

terhadap keragaman dan keunikan desa (atau denan nama lain) sebagai self 
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governing community, yang tentu saja manifestasi terhadap makna “istimewa” 

dalam Pasal 18 Undang Undang Dasar NRI 1945. Sehingga menurut Sutoro Eko 

rumusan ini merupakan lompatan yang luar biasa bila dibandingkan dengan 

rumusan tentang desa dalam UU No.5 tahun 1979.151  

 

Pengaturan otonomi desa dalam UU No. 22/1999 harus diakui secara jujur 

sedikit banyak memberikan ruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Pasalnya desa tidak lagi di bawah camat. Artinya desa dapat secara mandiri 

dengan kemampuannya dapat menyelenggarakan pemerintahan tanpa harus 

dikendalikan oleh kecamatan.  

Selain itu dengan dibentuknya Badan Perwakilan Desa yang dipilih 

langsung oleh rakyat menandakan semakin nyata proses demokratisasi di desa. 

Melalui pembentukan BPD inilah kepala desa menjadi tidak sewenang-wenang, 

sebab ada mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa. Kepala desa yang semula berdasarkan UU No. 5/1979 secara otomatis 

menjadi ketua badan perwakilan, namun dalam UU No. 22/1999 jabatan ketua 

badan perwakilan dipegang oleh orang lain dan kewenangan yang kepada BPD 

adalah dalam fungsi sebagaimana fungsi DPR yaitu legislasi dan pengawasan. 

Dilihat dari dasar pemikiran pembentukan UU No. 22/1999 sebagimana 

tertulis dalam penjelasan umum bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan 

mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami 

                                                           
151 Sutoro Eko, Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan.... Op.Cit., hlm. 30 
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politik hukum pemberlakuan undang-undang ini adalah ingin mengangkat 

kedudukan desa sebagaimana yang diamanatkan Pasal 18 sebelum perubahan 

dengan mengakui keaneragaman dan otonomi asli desa. 

Undang-undang No. 22/1999 telah meletakkan kerangka landasan 

desentralisasi, otonomi daerah dan demokrasi lokal yang jauh lebih maju di era 

reformasi, setelah Republik Indonesia dibelenggu oleh sistem yang sentralistik 

otoritarian selama tiga dekade. Tetapi undang-undang transisional itu telah 

memicu konflik kekuasaan-kekayaan antara pusat, provinsi, kabupaten/kota dan 

Desa; mengundang multitafsir yang beragam sehingga membuat pemahaman 

kacau-balau; serta memicu ketidakpuasan dan kritik dari berbagai pihak. Karena 

itu semua pihak menghendaki revisi untuk penyempurnaan. Arah dan substansi 

revisi telah lama diperdebatkan namun tidak terbangun visi bersama untuk 

memperkuat otonomi daerah, karena fragmentasi kepentingan.152 

 Pemerintah mempunyai kehendak kuat untuk merevisi karena UU No. 

22/1999 dinilai melenceng jauh dari prinsip NKRI. Pemerintah kabupaten/kota 

sangat risau dengan intervensi dan kontrol yang berlebihan oleh DPRD. Pihak 

Desa (kepala Desa dan BPD) telah lama mengusulkan revisi karena UU No. 

22/1999 tidak memberikan ruang bagi desentralisasi kewenangan dan keuangan 

untuk mendukung otonomi desa. Pihak LSM terus-menerus melakukan kajian dan 

kritik terhadap UU No. 22/1999, tetapi yang paling krusial di mata mereka adalah 

                                                           
152 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa, Direktorat Pemerintahan Desa 

dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen dalam 

Negeri, Jakarta: 2007, hlm. 57  
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lemahnya jaminan legal partisipasi masyarakat dan lemahnya komitmen pada 

pembaharuan Desa.153  

`Pada tanggal 15 Oktober 2004 telah disahkan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini 

pengaturan mengenai desa terdapat dalam Bab XI yaitu dari Pasal 200 – Pasal 

216. 

Dibandingkan dengan UU No. 22/1999, pengaturan desa dalam UU No. 

32/2004 tidak mengandung perubahan signifikan. Beberapa perbedaan yang ada 

lebih bersifat  teknis, sehingga tidak menimbulkan secara prinsipil, di antaranya 

adalah154 pertama, desa dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat 

masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

NKRI. 

Kedua, desa yang semula ditentukan hanya ada di daerah kabupaten, 

kemudian juga bisa ada di wilayah perkotaan. Ketiga, badan perwakilan desa 

diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Keempat, desa boleh membuat 

lembaga yang bisa memberikan keuntungan material/financial yang merupakan 

badan usaha milik desa. Kelima, masa jabatan kepala desa dan badan perwakilan 

desa semual sama-sama 5 (lima) tahun diubah menjadi 6 (enam) tahun.  

                                                           
153 Ibid  
154 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan....... Op.Cit., hlm.187 
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Definisi desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 12, bahwa desa 

adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat masyarakat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.  

Menurut Didik Soekrino ketentuan di atas berupaya melokalisir desa 

sebagai subyek yang mengelola kepentingan masyarakat setempat, bukan urusan 

atau kewenangan pemerintahan, seperti halnya daerah. Negara hanya “mengakui” 

keberadaan desa. Desa hanya diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat (self governing community), bukan 

disipakan sebagai entitas otonom sebagai local self government.155 

Selang selama sepuluh tahun pengaturan pemerintah desa di bawah 

bayang-bayang undang-undang pemerintahan daerah kemudian pada tahun 2014 

lahirlah Undang-undang tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014. Lahirnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dinilai membawa 

angin segar bagi desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara 

mandiri dan tidak lagi dibawah bayang-bayang pemerintah daerah. Terlebih lagi 

dalam usaha penyelenggaraan pemerintahannya, desa mendapat sokongan dana 

dari APBN dan APBD yang nilainya hampir mencapai 1 miliyar. 

Melalui UU No. 6/2014 pemerintah menetapkan kebijakan dasar 

sebagaimana tertuang dalam perihal menimbang bahwa desa memiliki hak asal 

usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

                                                           
155 Didik Sukrino, Pembaharuan Hukum.. Op.Cit., hlm. 111 
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setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dikatakan juga 

bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. 

Melalui kebijakan dasar ini, pemerintah memahami dan mengerti kondisi 

desa yang diatur melalui UU No. 32/2004 tidak lagi sejalan dengan perkembangan 

zaman. Melalui paradigma ini maka desa tidak lagi menjadi obyek pembangunan 

daerah melainkan sebagai subyek dalam melaksanakan pembangunan. Tentu 

paradigma ini membawa implikasi yang luar biasa bagi perkembangan desa. 

Selain itu melalui undang-undang ini pemerintah mempunyai target besar untuk 

mentransformasikan desa secara bertahap. Dari desa tertinggal menjadi desa 

berkembang dan dari desa berkembang menjadi desa yang mandiri. 

C. Masyarakat Hukum Adat 

 

1. Pengertian dan Corak Masrakat Hukum Adat 

 

Istilah “penduduk/populasi adat” (indigenous population) digunakan 

pertama kali dalam forum internasional dalam konferensi Berlin Tahun 1884-

1885, tetapi konsepnya berbeda dari yang dipahami sekarang. Istilah ini 

(indigenous populations) dipakai untuk menyebut penduduk asli/pribumi di 

Afrika yang berada di bawah dominasi kolonial kekuatan besar (great powers), 
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untuk membedakannya dari warga negara atau penduduk dari bangsa-bangsa 

(Great Powers) yang menjajah mereka.156  

Setelah International Labour Organization (ILO) mendeklarasikan 

Convention Concerning Indegenous and Tribal People in Independent Countries 

(Konvensi ILO 169) tanggal 27 Juni 1989. Istilah ‘indigenous people’ mulai 

dikenal di seluruh dunia dan semakin diakui oleh banyak negara. Istilah 

Indigenous people yang digunakan dalam konvensi ILO 169 juga diadopsi oleh 

World Bank dalam pelaksanaan proyek pendanaan pembangunan di sejumlah 

negara, terutama di negara-negara ketiga seperti di Amerika Latin, Afrika dan 

Asia Pasifik.157 

Menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (Maret 1999), masyarakat 

adat dirumuskan sebagai:  kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur 

(secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, 

ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.158 

Di Indonesia, jika dilihat ke belakang, keberadaan masyarakat adat ini 

telah ada jauh sebelum negara Indonesia lahir 17 Agustus 1945. Mereka hidup 

dengan penopang hukum adatnya masing-masing. Bentuk dan susunan 

masyarakat tersebut berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Ada yang 

bernama desa di Jawa, Lembur di Sunda, Banjar di Bali, Nagari di Minangkabau, 

                                                           
156 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa.. Op.Cit., hlm. 57 yang dikutip dari Rafael Edy 

Bosko, Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam, 

diterjemahkan oleh Aviva Nababan, ELSAM, Jakarta 2006, hlm. 40 
157 Muazzin, “Hak Masyarakat Adat (Indegeneous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif 

Hukum Internasional”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, No 2 Tahun 2014, hlm. 323-

324 
158 M. Syamsudin, “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara”, Jurnal Hukum Ius 

Quia Iustum No. 3 Vol. 15 Juli 2008, hlm. 339 
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Banua di Kalimantan, Nggolok di Rote, Kuan di Timor, Wanua di Sulawesi, 

Huria di Madailing, Huta di Batak, Dusun di Palembang, Gampong dan Meunasah 

di Aceh, dan sebagainya. Komunitas-komunitas tersebut telah ada, hidup dan 

melangsungkan aktifitas-aktifitas sosial kemasyarakatannya di seluruh nusantara 

selama ratusan bahkan ribuan tahun. Dalam perjalanan waktu pola-pola interaksi 

sosial antar penduduk anggota komunitas adat dan pola interaksi dengan 

lingkungan fisiknya telah melembaga sedemikian rupa sehingga berujud suatu 

kesatuan sosial yang mandiri dan atau otonom, yang memliki pembagian kerja, 

sistem perangkat nilai dan aturan-aturan hukum sendiri. Komunitas-komunitas 

tersebut mandiri dalam arti mampu memenuhi berbagai kebutuhan fungsi politik, 

ekonomi, hukum serta fungsi mempertahankan kelangsungan keberadaan 

komunitas melalui sosialisasi nilai dan tradisi yang dilakukan dari generasi ke 

generasi.159 

Di dalam lingkungan masyarakat adat itulah bersemayam dan berlaku 

hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang lahir dari nilai-nilai budaya 

masyarakat adat sebagai cerminan dari sesuatu yang dianggap benar, patut dan 

baik dalam menata hubungan-hubungan mereka dengan lingkungan sosialnya 

maupun lingkungan alam fisiknya seperti tanah. Dalam menata hubungan sosial 

dan fisik telah melahirkan pranatapranata hukum adat seperti hukum kekerabatan 

(kinship), hukum perkawinan, hukum waris, hukum delik, hukum tanah dan 

sebagainya. Apa yang dianggap benar, patut dan baik itu terus berkembang sesuai 

dengan perkembangan sistem budaya masyarakat adat. Perkembangan tersebut 

                                                           
159 Ibid, hlm. 339-340 
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bersifat evolusioner sesuai dengan konteks kebutuhan dan tuntutan 

masyarakatnya. Perkembangan tersebut berbeda-beda antara lingkungan 

masyarakat adat yang satu dengan lainnya. Menurut Seminar Hukum Adat di 

Jogjakarta Tahun 1975, Hukum Adat dirumuskan sebagai hukum asli masyarakat 

Indonesia yang tidak berbentuk perundang-undangan yang mengandung unsur-

unsur agama.160 

Melalui pemahaman yang demikianlah kemudian dikenal dengan apa yang 

disebut masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat hukum adat sendiri pertama 

kali ditemukan dalam buku Mr. B Ter Haar Bzn. Yang berjudul ‘beginselen en 

Stelsel van Hat Adat Recht’ yang diterjemahkan dari istilah 

rechsgemeenchappen.161 Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat merupakan 

kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan 

untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan 

penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan 

air bagi semua anggotanya.162 Lebih lanjut, Hazairin mengatakan bahwa 

masyarakat-masyarakat hukum Adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera 

Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan, 

adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-

kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, 

kesatuan penguasa dan kesatuan lingkuangn hidup berdasarkan hak bersama atas 

                                                           
160 Ibid, hlm. 340 
161 Mr. B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, “Asas-Asas dan Susunan 

Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht)”, cetakan kesembilan belas, (Jakarta: 

PT.Pradnya Paramita,1987), hlm. 6. 
162 Soerjono Soekanto, Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian, Rajawali Pers, 

Jakarta, 1986, hlm. 11 
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tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya 

(patrinileal, matrilinial, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya 

terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan 

hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, 

pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan 

kewajibannya.  Penghidupan mereka berciri; komunal, dimana gotong royong, 

tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.163  

Menurut Van Vollenhoven masyarakat hukum adat adalah suatu kesatuan 

kemasyarakatan yang mempunyai kewibawaan (authority) di dalam pembentukan, 

pelaksanaan, dan pembinaan hukum. Dalam pada itu, yang dikemukakan sebagai 

masyarakat hukum di dalam uraiannya mengenai Hukum Adat Jawa-Pusat ialah 

“masyarakat yang dibentuk sendiri” (perseroan Bumiputera, perhimpunan 

Bumiputra, pasamuan Kristen Bumiputra).164 

Ter Haar  menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat menyatakan diri 

dalam ketua-ketua rakyat dan kerabatnya yang dalam proses abadi membuat 

keputusan-keputusan dalam rapat-rapat sebagai kristilasisasi dari kenyataan sosial. 

Asshidiqqi  menjelaskan kesatuan masyarakat hukum adat merujuk kepada 

pengertian masyarakat organik yang menjalankan fungsinya melalui organisasi 

pemerintahannya sebagai instrument masyarakat adat.165 

Apabila masyarakat hukum adat tersebut ditelaah secara seksama, masing-

masing mempunyai dasar dan bentuknya. Menurut Soepomo, masyarakat hukum 

adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu 

                                                           
163 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 93-94 
164 Iman Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat…….Op.Cit., hlm.124  
165 Hanif Nurcholis, “Undang-Undang Nomor ….. Op.Cit., hlm. 153 
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berdasarkan pertalian keturunan (genealogis) dan yang berdasarkan lingkungan 

daerah (teritorial).166 

Menurut Soepomo terdapat lima jenis masyarakat hukum adat genealogis-

teritorial dengan kemungkinan sebagai berikut:167 

1. Suatu daerah atau kampong yang dipakai sebagai tempat kediaman oleh 

hanya satu bagian golongan (clandeel), tidak ada golongan lain yang 

tinggal di dalam daerah itu, daerah atau kampong-kampong yang 

berdekatan juga dipakai sebagai tempat tinggal hanya satu bagian clan. 

2. Di Tapanuli terdapat tata-susunan rakyat sebagai berikut: bagian-bagian 

clan (marga) masing-masing mempunyai daerah sendiri, akan tetapi di 

dalam daerah tertentu dari suatu marga, di dalam huta-huta yang didirikan 

oleh warga itu, ada juga terdapat satu atau beberapa marga lain yang 

masuk  menjadi anggota badan persekutuan huta di daerah itu. Marga yang 

semula menjadi mendiami daerah itu, yang didirikan huta-huta di daerh 

tersebut, disebut marga asal, marga raja, atau marga tanah, yaitu marga 

yang menguasai tanah-tanah di dalam daerah itu, sedang marga-marga 

yang kemudian masuk daerah itu, disebut marga rakyat. Kedudukan marga 

rakyat itu di dalam suatu huta adalah kurang daripada kedudukan marga 

raja. Antara marga asal dan marga rakyat ada hubungan perkawinan yang 

erat. 

3. Jenis ketiga dari susunan rakyat yang bersifat genealogis-teritotial, ialah 

yang kita dapati Sumba Tengah dan Sumba Timur. Di situ terdapat suatu 

clan yang mula-mula mendiami suatu daerah yang tertentu dan berkuasa di 

daerah itu akan tetapi kekuasaan itu kemudian berpindah kepada clan lain, 

yang masuk ke daerah tersebut dan merebut kekuasaan pemerintah dari 

clan asli itu. Ke dua clan itu kemudian berdamai dan bersama-sama 

merupakan kesatuan badan persekutuan daerah. Kekuasaan pemerintah 

dipegang oleh clan yang datang kemudian, sedang clan yang asli tetap 

menguasai tanah-tanah daerah itu, sebagai wali tanah. 

4. Jenis keempat dari susunan rakyat yang bersifat genealogis-teritorial kita 

dapati di beberapa Nagari di Minangkabau dan di beberapa Marga (drop) 

di Bengkulu. Di situ tidak ada golongan yang menampung ataupun 

golongan yang menguasai tanah, melainkan segala golongan suku yang 

bertempat tinggal di dalam daerah nagari berkedudukan sama (setingkat) 

dan bersama-sama merupakan suatu badan persekutuan teritorial (nagari) 

sedang daerah Nagari itu terbagi dalam daerah-daerah golongan (daerah 

suku) dimana tiap-tiap golongan mempunyai daerah sendiri-sendiri. 

5. Jenis yang kelima dari susunan rakyat yang bersifat genelogis-teritorial 

adalah terdapat di nagari-nagari lain di Minangkabau dan pada dusun di 

                                                           
166 Soerjono Soekanto, Kedudukan Kepala Desa... Op.Cit., hlm. 11 
167 Soerjono Soekanto, Hukum Adat... Op.Cit., hlm. 96-98 
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daerah Rejang (Bengkulen), dimana di dalam satu nagari atau dusun 

berdiam beberapa bagian clan, yang satu sama lain tidak bertalian famili. 

Seluruh daerah nagari atau dusun menjadi daerah bersama (yang tidak 

dibagi-bagi) dari segala bagian clan-clan pada badan persekutuan nagari 

(dusun) itu.  

 

Lebih lanjut, Ter Haar Bzn dalam bukunya menyinggung tentang 

hubungan erat antara masyarakat dan persekutuannya, dengan kata-kata "tiada 

seorang jang mempunyai pikiran atau timbul angan-angannya akan kemungkinan 

membubarkan gerombolan itu; yang mungkin buat orang seorang ialah hanya 

keluar dari gerombolan itu ... dan seterusnya", yang oleh Bushar Muhammad 

dicontohkannya pada kekeluargaan di Minangkabau, dengan penjelasan:168 

1. Tak seorang pun di antara anggota famili itu mempunyai keinginan atau 

pikiran untuk membubarkan familinya atau meninggalkannya, melepaskan 

diri dari kesatuan famili itu, sebagai anggota, meninggalkan famili itu 

hanya terpaksa dalam hal-hal yang luar biasa (punah, buang sirih atau 

gadang menyimpang); famili merupakan kesatuan organis yang tetap;  

2. Famili dikuasai dan diikat oleh dan tunduk pada peraturan-peraturan 

tertentu yang merupakan suatu sistem (sistem peraturan hukum) yang 

dipertahankan oleh kepala masing-masing dan dianut oleh para anggota 

dengan sepenuh hati dan kepercayaan; 

3. Tiap famili mempunyai kekayaan berwujud berupa harta pusaka, yaitu 

harta yang dimiliki karena didapat dan dipelihara secara turun temurun dan 

yang ditempatkan langsung di bawah pengurusan penghulu andiko; selain 

kekayaan berwujud ini ada juga kekayaan tidak berwujud berupa antara 

lain gelar-gelar. 

 

Ada beberapa corak masyarakat hukum adat di Indonesia yang berbeda 

dengan  masyarakat adat lainnya. F.D Hollemen menyatakan bahwa secara umum 

terdapat empat corak masyarakat hukum adat di Indonesia sebagai berikut:169 

                                                           
168 Lalu Subardi, “Kontruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUD RI 

TAHUN 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Hukum dan 

Pembangunan Tahun Ke-43 No.2 April-Juni 2013, hlm. 175 
169Jawahir Thontowi, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-

hak Tradisionalnya”, Jurnal Pandecta, Volume 10, Nomor 1 Juni 2015, hlm. 4-5 



96 
 

 
 

1. Magisch Religieus 

Magisch Religieus diartikan sebagai pola fikir yang didasarkan pada 

keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Corak 

magis religius ini berarti juga bahwa masyarakat tidak mengenal pemisahan 

antara dunia lahir dengan dunia ghaib yang keduanya berjalan secara 

seimbang. Masyarakat mempercayai bahwa setiap perbuatan dalam segala 

bentuknya akan mendapat imbala dan hukuman (reward and punishment) dari 

Tuhan. Corak pemikiran masyarakat sebelum mengenal agama adalah dengan 

mempercayai kepercayaan kepada benda ghaib yang menghuni suatu 

benda.Dalam pikiran Scholten, peraturan hukum demikian ini tidak didasarkan 

pada alam pikiran semata, tetapi juga melibatkan alam rohaniyah 

2. Comunal 

 

Masyarakat hukum adat berasumsi bahwa setiap anggota masyarakat 

merupakan bagian integral dari masyarakat hukum adat secara keseluruhan. 

Prinsip communal dalam masyarakat hukum adat menghendaki agar anggota-

anggota masyarakat hukum adat mempertahankan prinsip-prinsip kerukunan, 

kekeluargaan dan gotong royong serta tidak menonjolkan kepentingan pribadi, 

namun lebih mengutamakan kehidupan bersama. Sosiolog menempatkan 

kehidupan bersama ini sebagai model gemeinschaft. Ini berbeda dengan model 

gesselschaft dimana hubungan antar anggota masyarakat bersifat formal, 

memiliki orientasi ekonomi, memperhitungkan nilai guna (utilitarian), dan 

lebih didasarkan pada kenyataan sosial.  

 

3. Kongkrit 

 

Prinsip kongkrit diartikan sebagai prinsip yang serba jelas atau nyata yang 

menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat 

tidak dilakukan secara diam-diam. Penting untuk ditegaskan bahwa prinsip 

konkrit atau nyata ini berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum. 

Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum lebih 

banyak dibebankan pada pelaksana kebijakan padahal seharusnya tanggung 

jawab hukum yang lebih berat berada pada pembuat kebijakan. 

 

4. Konstan 

 

 

Prinsip konstan bermakna kesertamertaan khususnya dalam pemenuhan 

prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi 

yang diberikan secara serta merta atau langsung. Contoh, dalam perjanjian 

jual beli setelah terjadi kesepakatan, maka selalu disertai dengan 

pembayaran sebagai tanda jadi (panjer). Prinsip konstan tidak hanya terjadi 
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dalam transaksi jual beli namun juga pada hal lain seperti perkawinan 

dengan istilah pangjadi (Jawa Barat) dan paningset (Jawa Tengah) yang 

diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita dalam segala 

bentuknya yang dimaksudkan sebagai keseriusan mempelai pria untuk 

melagsungkan perkawinan. 

 

 

Mengenai istilah organisasi kehidupan masyarakat ini harus pula 

dibedakan dengan jelas antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan 

masyarakat hukum adat itu sendiri. Masyarakat adalah kumpulan individu yang 

hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu community atau society, 

sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik, 

yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling 

mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. Suatu kesatuan 

masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup (actual 

existence) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat 

fungsional setidak tidaknya mengandung unsur-unsur :170 

 

i. adanya masyarakat yang masyarakatnya memiliki perasaan 

kelompok (in group feeling); 

ii. adanya pranata pemerintahan adat; 

iii. adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan 

iv. adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan 

masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur 

v. adanya wilayah tertentu 

 

Mengingat sejarah panjang terbentuknya masyarakat hukum yang sudah 

ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia dan kontribusinya dalam membentuk 

kesatuan masyarakat di Indonesia, setelah kemerdekaan dan terbentuknya 

konstitusi pertama yaitu naskah Undang-Undang Dasar 1945, dapat ditemukan 

                                                           
170 Irfan Nur Rahman, dkk.,  Dasar PertimbanganYuridis Kedudukan Hukum... Op.Cit., hlm. 775 
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istilah zelfbesturende landschappen dan Volksgemeeenschappen. Yang pertama 

dapat diterjemahkan sebagai daerah swapraja, yaitu kerajaan-kerajaan yang 

mempunyai pemerintahan sendiri sedangkan yang kedua adalah  self governing 

community seperti desa di Jawa, Nagari di Sumatera dan lain-lainnya itu 

merupakan masyarakat hukum, yang implikasinya adalah mempunyai hak-hak 

dan kewenangan tertentu.171 Artinya melalui penegasan dalam UUD 1945, 

masyarakat hukum adat masih tetap diakui keberadaannya. 

Setelah amandemen, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum 

adat semakin mendapat tempat khusus di dalam UUD 1945 yakni dalam Pasal 

18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) menjadi dasar konstitusional yang paling 

sering dirujuk ketika membicarakan keberadaaan dan hak-hak masyarakat adat. 

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: ”Negara mengakui dan menghormati 

satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan prinsip perkembangan masyarakat dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” 

Sementara itu Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan: ”identitas budaya dan 

hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan 

peradaban.”172 

Menurut Bagir Manan, yang dimaksud masyarakat hukum adat pada Pasal 

18 B ayat (2) tersebut adalah masyarakat hukum (rechtsgemenschap) yang 

berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, 

                                                           
171 Emil Ola Kleden, Masyarakat Adat, dalam Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, Vulnerable 

Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012,  hlm.379 
172 Zayanti Mandasari, “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan 

Mahkamah Konstitusi)”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2, Vol. 21 April 2014, hlm. 233 
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meunasah, huta, negorij, dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan 

masyarakat – bersifat teritorial atau genealogis – yang memiliki kekayaan sendiri, 

memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan 

dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek 

hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.173  

Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi 

dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya 

dengan kesatuan pemerintah lain seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan ini 

mengandung makna, bahwa kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan 

kota. Kesederajatan ini mengandung makna, bahwa kesatuan masyarakat hukum 

yang berdasarkan hukum adat berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan 

berkembang sebagai subsistem negara kesatuan Republik Indonesia yan maju, 

sejahtera dan modern. Hal ini merupakan esensi yang membedakan dengan 

pengakuan kolonial terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Pemerintah 

kolonial tidak bermaksud menghormati, tetapi memberikan agar kesatuan 

masyarakat adat tetap hidup secara tradisional sehingga tidak akan menjadi 

pengganggu kekuasaan kolonial. Pengakuan dan penghormatan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 18 B, justru mengandung tuntutan pembaharuan kesatuan 

masyarakat hukum adat sesuai dengan perannya sebagai subsistem negara 

kesatuan Republik Indonesia yang maju dan modern.174  

                                                           
173 Bagir Manan, Menyongsong Fajar.....Op.Cit., hlm. 13 
174 Ibid., hlm. 13-14 
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Dalam peraturan perundang-undangan lainnya masyarakat hukum adat 

dimuat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-

Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 18 

Tahun 2004 tentang Perkebunan, bahkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi,masyarakat hukum adat ditempatkan sebagai 

pihak khusus yang dapat menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang. 

Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa:”Pemohon adalah pihak yang 

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh 

berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. 

kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga 

negara.”175 

Penghormatan terhadap masyarakat hukum adat ternyata tak hanya sebatas 

pengakuan, masyarakat hukum adat bahkan memiliki kedudukan hukum (legal 

standing) sebagai pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi dilekati 

dengan persyaratan sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 seperti yang 

telah dipaparkan di atas. Mahkamah Konstitusi pertama kali memberikan 

penjelasan terhadap empat syarat keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, 

dalam putusan perkara No. 31/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang 

No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Dalam 

permohonan tersebut terdapat pihak yang mengajukan diri dengan legal standing 

                                                           
175 Zayanti Mandasari, “Politik Hukum Pengaturan...... Op.Cit., hlm. 233 
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sebagai masyarakat adat. Karena permohonan demikian, maka Mahkamah 

Konstitusi menjelaskan terlebih dahulu legal standing pemohon dengan 

memberikan makna tehadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjadi dasar 

konstitusional keberadaan masyarakat adat.176 

Kendatipun demikian, bilamana memperhatikan jaminan konstitusional, 

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dan UU sektoral, terkait pengakuan dan 

penghormatan Masyatakat Hukum Adat tampak satu sama lainnya saling 

menguatkan. Namun, sesungguhnya justru Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat 

(3) merupakan konstruksi norma hukum yang sangat berat (rigid) dan pengakuan 

serta penghormatan dalam UU sektoral sebagian menegasikan, khususnya terkait 

hak-hak tradisional baik bersifat material maupun immaterial. Tetapi, mengapa 

status Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya tidak berubah. 

Ketidakpastian hukum salah satu sebabnya karena konstruksi norma imperatif 

tidak memiliki daya paksa yang kuat. Sifat norma yang terkonstruksi dalam Pasal 

18B ayat (2) dan 28I ayat (3) lebih bersifat fakultatif bukan norma imperatif. 

Norma fakultatif dimaksud adalah norma yang sifatnya pelengkap yang sifat 

pemberlakuannya menggantungkan pada adanya syarat-syarat yang lain. Berbeda 

dengan norma imperatif yang merupakan norma perintah dan larangan yang dapat 

memaksa selain implementasinya.177 

Sebenarnya konsep dan pemaknaan Masyarakat Hukum Adat termasuk hak-

hak tradisionalnya jelas terlindungi dalam berbagai peraturan hukum, tetapi dalam 

                                                           
176 Ibid.. hlm. 234 
177 Jawahir Thontowi, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat... Op.Cit., hlm. 2-3 
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implementasinya tidak mudah diterapkan. Pemahaman para pemangku kebijakan 

dalam merumuskan model perlindungan Masyarakat Hukum Adat belum 

komprehensif yang bias menjawab realitas di lapangan. Sedangkan dari sisi 

Masyarakat Hukum Adat sendiri kesadaran akan hak-hak tradisionalnya mulai 

tumbuh namun dalam pembacaan peraturan hukum terkait belum seragam. 

Terlebih lagi muatan materi yang relatif jelas tidak dapat memberikan kepastian 

hukum malah berpotensi menegasikan Masyarakat Hukum Adat. Adanya empat 

syarat komulatif yaitu, Masyarakat Hukum Adat sebagai subyek hak jika masih 

ada, berkesesuaian dengan kondisi masyarakat tidak bertentangan dengan NKRI 

dan diatur oleh UU adalah persyaratan yang sampai kapanpun tidak akan pernah 

terpenuhi oleh Masyarakat Hukum Adat.178 

Menurut Jimly Ashiddiqie, haruslah dibedakan dengan jelas antara kesatuan 

masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat itu sendiri. Masyarakat 

adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama 

sebagai suatu community atau society. Sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk 

kepada pengertian masyarakat organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan 

berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan 

bersama. Dengan perkataan lain, kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unit 

organisasi masyarakat hukum adat itu haruslah dibedakan dari masyarakat hukum 

adatnya sendiri sebagai isi dari kesatuan organisasinya.179  

                                                           
178 Ibid, hlm. 4 
179 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2008, hlm. 815-816 
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Misalnya, di Sumatera Barat, yang dimaksud sebagai kesatuan masyarakat 

hukum adat adalah unit pemerintahan nagarinya, bukan aktivitas-aktivitas hukum 

adat sehari-hari di luar konteks unit organisasi masyarakat hukum. Dengan 

perkataan lain, sebagai suatu kesatuan organik, masyarakat hukum adat itu dapat 

dinisbatkan dengan kesatuan organisasi masyarakat yang berpemerintahan hukum 

adat setempat.  

2. Macam-Macam Masyarakat Hukum Adat di Indonesia  

 

Terkait keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia, terdapat 

keragaman dan penamaan yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal demikian 

karena tidak lepas dari budaya yang berkembang dari setiap daerah yang 

bersangkutan. Di bawah ini setidaknya akan diterangkan beberapa masyarakat 

hukum adat yang masih ada hingga sekarang. Di antaranya adalah 

a. Gampong di Aceh 

 

 Sebagai kesatuan wilayah adat terkecil di Aceh, gampong merupakan 

kumpulan hunian yang diikat oleh satu meunasah dan biasanya gampong 

terdiri dari beberapa jurong (lorong), tumpok (kumpulan rumah) atau ujong 

(ujung gampong). Wilayah dari sebuah gampong biasanya ditandai dengan 

keadaan oleh keadaan fisik atau topografi alam setempat dan kadang-kadang 

untuk menandai wilayah gampong satu dengan yang lain digunakan batas 

alam berupa sungai, tanah terbuka maupun gunung dan bukit. Penghubung 
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antar-gampong biasanya berupa jalan keluar (rot) yang melewati ladang dan 

tanah lapang (blang), kebun (lampoh) dan belukar (bluka).180 

Sebutan Gampong merujuk pada daerah Aceh Besar, Banda Aceh, 

Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie, (Aceh Utara). Sedangkan di 

dataran tinggi Gayo, sebutan ‘gampong’ lebih dikenal sebagai kampung.181 

 Di masa kemerdekaan umumnya kampung merupakan suatu hunian 

individu yang berasal dari pengelompokan belah. Dalam setiap belah di 

kampung terdapat struktur kepemimpinan berdasarkan pranata sarat opat ( 

melambangkan empat kelompok dalam masyarakat Gayo) yang terdiri dari 

reje atau rojo (pemimpin), tue atau tuo, yaitu tetua yang berperan sebagai 

penasehat reje, imom (imem) atau pemimpin agama, dan sudere (rakyat).182 

 Gampong dalam konsep hukum adalah kesatuan unit masyarakat 

hukum adat terkecil di Aceh. Dari aspek struktur fisik, gampong merupakan 

pola pemukiman yang di dalamnya terletak rumah (umah, rumoh) blang 

(persawahan), lampoh atau seunebok (perkebunan), padang (tanah terbuka) 

dan gle (e) rimba atau hutan.183 

 Gampong berbeda dengan desa. Ada perbedaan secara substansial 

antara gampong dan desa pemerintah serta aparatur dan lembaga desa. 

Gampong harus dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum dan budaya 

dalam struktur kekuasaan terendah dan memiliki kekuatan sendiri dan 

                                                           
180 Irene Hiraswati Gayatri (edit), Runtuhnya Gampong di Aceh, Studi Masyarakat Desa yang 

Bergejolak, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 63 
181 Ibid, hlm. 4 
182 Ibid, hlm. 6 
183 Ibid, hlm. 4 
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kekayaan atau sumber pendapatan. Gampong dipimpin oleh keuchik dan 

teungku meunasah. Keuchik melayani dalam administrasi pemerintahan dan 

pelaksanaan hukum (adat). Teungku meunasah memiliki tanggung jawab 

untuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat agama, hukum (syariah), 

pendidikan (agama dan moral), dan untuk sektor-sektor lain yang berkaitan 

dengan kehidupan sosial dan masyarakat. Berdasarkan konteks sosiologis, 

sistem demokrasi bottom-up adalah berlaku dalam sistem pemerintahan 

gampong. Oleh karena itu, suara masyarakat ditampung, yang berbeda dari 

pemerintah desa desentralisasi.184 

 Namun demikian, di masa kemerdekaan dan revolusi, struktur sosial 

dan kelembagaan gampong berubah. Kelembagaan gampong melemah dari 

segi peran dan fungsinya, apalagi ketika masa revolusi sosial di tahun 1960-

an, yang ditandai oleh ketidakpastian situai politik di Aceh suasana tersebut 

menyebabkan partisipasi politik masyarakat sangat rendah untuk menduduki 

jabatan politik di lembaga pemerintahan gampong. Dari aspek lapisan sosial, 

keuchik yang dahulu memiliki kewibawaan dan kehormatan yang tinggi 

karena dukungan  uleebalang, nyaris kedudukannya tidak lagi populer, sebab 

penghasilannya yang tidak pasti, sementara beban tugas yang semakin 

kompleks.185 

 Dampak revolusi tersebut semakin jelas dampaknya terhadap 

pemerintahan gampong ketika diberlakukan UU No. 5 Tahun 1979 tentang 

                                                           
184 Mahmudin (et.al), “Revitalization of Gampong Institution in Aceh: Measuring the Program of 

“Back to Gampong” in the Middle of the Changing Society: A case in Aceh Besar Regency”, 

International Journal of Sociology and Anthropology, Vol. 6 (9), September 2014, hlm. 266 
185 Irene Hiraswati Gayatri (edit), Runtuhnya Gampong... Op.Cit., hlm.7-8 



106 
 

 
 

Pemerintah Desa dimana sebelumnya ada Keuchik yang memiliki otoritas 

mengurus dan menyelesaikan berbagai persoalan pemerintah menurut adat, 

Teungku Imuem Meunasah berkompeten menangani persoalan di bidang 

keagamaan. Sedangkan sebutan untuk desa disebut dengan Gampong. Dan 

apabila ada persoalan di sebuah gampong langsung diselesaikan secara 

internal di dalam Gampong. Sedangkan pada saat pemberlakuan undang-

undang Nomor 5 Tahun 1979, jabatan Teungku Imuem meunasah dihilangkan 

dari kelembagaan formal menjadi informal. Dan terjadinya penyeragaman 

sebutan desa di seluruh Indonesia.186 Padahal Gampong berbeda dengan desa 

baik secara pemerintahan maupun pelembagaan sebagaimana diuraikan di 

atas. 

 Selama Orde Baru, Gampong beserta dengan adat Aceh, mengalami 

marginalisasi yang berakibat pada lepasnya wibawa gampong dan 

terganggunya harmonisasi hidup bermasyarakat. Sistem adat yang 

berkembang di tingkat gampong diyakini merupakan sebuah sistem yang 

sudah mapan dan demokratis di Aceh dan telah selama ratusan tahun. Pada 

masa Orde Baru, negara telah teruji selama ratusan tahun. Pada masa Orde 

Baru, negara telah melakukan pengabaian luar biasa terhadap hak-hak 

gampong untuk mengatur dirinya sendiri, mengatur warda dan mengatur 

                                                           
186 Andri Kurniawan, “Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan  

Qanun Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, 

No. 3 September 2010, hlm. 303 
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sumber daya alamya, sehingga gampong praktis hanya menjadi “tukang” 

untuk menjalankan kebijakan “pembangunan”.187 

Kemudian era otonomi yang dimulai semenjak 1999, telah memberi 

kesempatan dihidupkannya kembali lembaga-lembaga adat termasuk gampong 

yang selama masa hampir 30 tahun mengalami tekanan hebat dari pemerintah 

pusat. Kedudukan Gampong sebagai organisasi pemerintahan terendah juga 

tidak lagi langsung berada di bawah kecamatan, tetapi telah mengalami 

perubahan yaitu berada langsung di bawah mukim. Kebijakan negara untuk 

mengakui keberadaan gampong mungkin dapat dikatakan sebagai gagasan 

yang baik karena berarti akan memberi peluang pada kembalinya eksis adat-

istiadat yang lebih specific Aceh.188 

b. Nagari di Minangkabau 

 

 Nagari di Sumatera Barat (Minangkabau) adalah kesatuan masyarakat 

hukum adat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai 

wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak 

mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan 

pemerintahannya.189 

Nagari secara antropologis, merupakan kesatuan bagi berbagai 

perangkat tatanan sosial-budaya. Ikatan bernagari di Minangkabau pada 

zaman dahulu merupakan ikatan yang dominan kekerabatan dan pertalian 

                                                           
187 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa.. Op.Cit., hlm. 76 
188 Ibid 
189 Al Rafni, “Marjinalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat”, Jurnal Demokrasi, Vol. 7 No. 1 tahun 2008, hlm. 19 
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darah sehingga membuat suasana kesukuan dan kekerabatan terasa kental pada 

waktu itu. Sistem pemerintahan otonom dengan kekentalan kekerabatan dan 

pertalian darah seperti ini membuat sistem pemerintahan nagari menjadi salah 

satu sistem pemerintahan yang kokoh dan ditakuti pada waktu itu terutama 

oleh Belanda. Selain itu pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan 

nagari yang berdasarkan kepada musyawarah dan mufakat seperti salah satu 

petatah petitith-nya yang berbunyi “Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek 

mufakat” membuat sistem pemerintahan ini susah untuk dipecah belah. 

Karena pengambilan keputusannya berada dalam suasana kerukunan dan 

toleransi yang tinggi.190 

Muchtar Naim melihat nagari adalah embrional (miniatur) sebuah 

negara (republik kecil), dan disebut Kato sebagai  sal contained dan tribal 

society beragam dengan primodial ikatan darah dan adat, yang efektif secara 

struktural-fungsional. Sementara Soerjono Soekanto mengatakan bahwa 

persekutuan masyarakat adat (desa/nagari) adalah suatu negara, yang disebut 

Selo Soemardjan sebagai dorps republiek.191 

 Sistem pemerintahan nagari memiliki lembaga yang disebut dengan 

“Tigo Tungku Sajarangan Tali Tigo Sapilin” yang mana terdiri dari niniak 

mamak yang bertugas dalam pelestarian dan pengamalan nilai-nilai adat dan 

tradisi, alim ulama yang bertugas dalam bidang penyelarasan adat istiadat dan 

tradisi dengan nilai-nilai agama islam, dan kemudian cadiak pandai yang 

                                                           
190 Afdhal Prima, “Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Pdang Magek Kabupaten 

Tanah Datar)”, Jurnal Jom FIFIP, Vol. 1 No. 2, Oktober 2014, hlm. 2 
191 Yasril Yunus, “Model Pemerintahan Nagari yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau”, 

Jurnal Demokrasi, Vol. 6 No. 2 Tahun 2007, hlm. 213 
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bertugas dalam penyelenggaraaan pemerintahan. Kemudian lembaga 

Kerapatan Adat Nagari yang merupakan lembaga yang sejajar dengan 

pemerintahan nagari lalu juga BPRN yang bertugas membuat rancangan 

peraturan-peraturan nagari.192 

Sebagai unit pemerintahan otonom, setiap nagari adalah lembaga yang 

melaksanakan kekuasaan pemerintahan melalui Kerapatan Adat yang 

berfungsi sekaligus sebagai badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di 

dalam Kerapatan Adat berkumpul para ninik mamak yang mewakili kaumnya 

dan secara musyawarah mufakat melaksanakan pemilihan Wali Nagari, 

melakukan peradilan atas anggotanya dan menetapkan peraturan demi 

kepentingan anak Nagari.  Suasana demokratis dan egaliter selalu mewarnai 

hubungan pemimpin dengan masyarakat, baik di dalam menyelenggarakan 

pemerintahan maupun dalam urusan hukum adat.193 

 Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi sekaligus sebagai badan 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif keanggotaannya  dipilih dari unsur Ninik 

Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kanduang (wakil dari tokoh-

tokoh perempuan Minagkabau), utusan Jorong serta utusan pemuda. 

Keanggotaan KAN diresmikan secara administratif dengan keputusan Bupati. 

Keangotaan KAN yang dipilih dari setiap unsur yang ada dalam budaya 

Minangkabau membuat sistem pemerintahan nagari menjadi sistem 

pemerintahan yang demokratis. Setiap aspirasi dapat tersampaikan melalui 

                                                           
192 Afdhal Prima, “Sistem Pemerintahan Nagari......Op.Cit., hlm. 6 
193 Sutoro Eko, Masa Lalu……. Op.Cit., hlm.6 
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perwakilan dari setiap unsur yang ada di dalam masyarakat sehingga 

pemerintah nagari dapat membuat kebijakan yang tepat guna memecahkan 

persoalan yang ada dalam masyarakat karena memang nagari adalah sebuah 

“republik kecil” yang berbasis pada masyarakat. Karena itu seorang wali 

nagari tidak dapat membuat sebuah keputusan ataupun kebijakan dengan 

dengan otoriter karena begitu kuatnya kontrol sosial dari bawah.194  

 Secara yuridis, eksistensi Nagari dapat dibagi menjadi beberapa  masa, 

masa Belanda tercantum dalam pasal 75 Regeringreglement dan Inslandsche 

Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten (IGOB) Stb. 498/1938 Soetandyo 

Wignjosoebroto. Jepang menguatkan IGOB dengan mengeluarkan Peraturan 

No.1/1942 dan Osamu Seirei No.27/1942. Setelah kemerdekaan aturan di atas 

tetap berlaku (Aturan Peralihan UUD 1945). Khusus nagari diatur dalam: (1) 

Maklumat Residen Sumatera Barat No.20-21/1946, tentang perubahan 

struktur Pemerintahan Nagari, (2) Perda Sumatera Tengah No.50/G.P/ 1950 

tentang Pokok-Pokok Pemda; (3) SK Gubernur KDH Sumatera Barat 

No.2/Desa/GSB/Prt-1963 tentang Corak Pemerintahan Nagari; (4) SK 

Gubernur KDH Sumatera Barat No.015/GSB/1968 tentang PokokPokok 

Pemerintahan Nagari; (5) SK Gubernur KDH Sumatera Barat 

No.155/GSB/1974 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 

dan pemerintahan yang terendah.195 

                                                           
194 Ibid, hlm. 2-5 
195 Yasril Yunus, “Model Pemerintahan Nagari... Op.Cit., hlm. 214 
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Memasuki rezim orde baru, setelah keluarnya Undang-undang No. 5 

tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa terjadi penyamarataan sistem 

pemerintahan terendah menjadi sistem pemerintahan desa. Selama 

pemerintahan desa diakui besarnya bantuan yang diperuntukkan untuk 

membangun berbagai sarana dan prasarana desa, tapi kerugian terbesar 

masyarakat Minangkabau adalah hilangnya peranan adat dalam mengatur 

kehidupan masyarakat, sehingga tingkah laku sebagian masyarakat tidak lagi 

mendapat intervensi moral dari nilai-nilai yang selama ini menjadi 

kebanggaan mayarakat Minangkabau.196 

Selain membawa dampak negatif terhadap tereduksinya eksistensi 

nagari di Minangkabau, di bawah naungan Undang-undang No. 5 tahun 1979 

tentang Pemerintahan Desa juga membawa gampak negatif terhadap 

perubahan paradigma masyarakat dalam memandang nagari. Adapun dampak 

tersebut adalah197  

1. Jati diri masyarakat Minangkabau mengalami erosi. Pemahaman 

dan penghayatan falsafah adat Minagkabau “Adat Basandi Syarak, 

Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam 

Takambang jadi Guru” mengalami degradasi. 

2. Masyarakat kehilangan tokoh “Angku Palo” atau Wali Nagari. 

Fungsinya tidak dapat digantikan oleh Kepala Desa atau Lurah. 

Wali Nagari adalah tokoh kharismatik yang sangat dihormati dan 

menjadi panutan bagi anak nagari. Wali Nagari tidak hanya 

menguasai dan memahami seluk beluk pemerintahan nagari tetapi 

juga menguasai dan memahami adat istiadat serta taat beragama. 

Sedangkan kebanyakan dari Kepala Desa atau Lurah merupakan 

                                                           
196 Susi Fitria Dewi, “Konflik dalam Pemerintahan Nagari: Penelitian di Nagari Padang Sibusuk 

Kabupaten Sawahlunto, Sijunjung Sumatera Barat, Jurnal Demokrasi, mendapat intervensi moral 

dari nilainilai yang selama ini menjadi kebanggaan mayarakat Minangkabau”. Jurnal Demokrasi, 

Vol. 5 No. 1 tahun 2006, hlm. 68 
197 Afdhal Prima, “Sistem Pemerintahan Nagari......Op.Cit., hlm. 4 
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orang-orang muda yang kurang memahami adat istiadat setempat. 

Bahkan ada diantara mereka bukan berasal dari desa setempat.  

3. Sistem Sentralistik yang diterapkan selama pemerintahan orde baru 

sangat mengurangi nilai-nilai luhur yang diwarisi sejak lama 

seperti gotong-royong dan sistem demokrasi. 

4. “Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo nan Sapilin” terpinggirkan 

dan kehilangan fungsinya. 

 

Setelah reformasi, desa dikembalikan lagi ke bentuk nagari. Alasannya 

adalah bahwa Pemerintahan Nagari lebih menghormati martabat dan hak asli 

masyarakat adat, disamping juga mempertimbangkan dan menselaraskannya 

dengan nilai demokrasi modern (Otonomi Daerah dan HAM) serta 

menselaraskannya dengan nilai nation state NKRI.198  Kemudian reformasi ini 

diikuti dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang otonomi 

daerah. Melalui UU No.22 Tahun 1999  pemerintah daerah diberikan 

keleluasaan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.  Tentu 

saja kesempatan ini tidak akan disia-siakan oleh pemerintah Sumatera Barat 

untuk mengembalikan identitas politik mereka yang sempat tenggelam selama 

lebih kurang 20 tahun lamanya. Dan wacana yang bertema-kan “Kembali ke 

Nagari” secara resmi digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat sebelum 

pemilu tahun 1999.199 

Setelah melalui proses yang lumayan panjang, pada akhirnya secara 

resmi Sumatera Barat kembali kepada sistem pemerintahan nagari sebagai unit 

pemerintah lokal yang paling kecil melalui Perda No. 9 Tahun 2000. Perda ini 

memberikan rintisan untuk kembali ke nagari dalam batas-batas wilayah 

                                                           
198 Yasril Yunus, “Model Pemerintahan Nagari... Op.Cit., hlm. 213 
199 Afdhal Prima, “Sistem Pemerintahan Nagari......Op.Cit., hlm. 5 



113 
 

 
 

sebelum 1979. Kemudian seiring perkembangan maka Perda No. 9 Tahun 

2000 direvisi menjadi Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.200  

Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No.9 

Tahun 2000 kemudian diperbaharui dengan Perda No.2 tahun 2007 dan untuk 

selanjutnya diikuti oleh Perda masing-masing kabupaten telah memberikan 

format dan sekaligus landasan hukum berlakunya sistem pemerintahan 

nagari.201 Kembalinya masyarakat Sumatera Barat ke sistem pemerintahan 

nagari membuat pulihnya segala unsur yang terdapat di dalam masyarakat 

Sumatera Barat. “Tigo Tungku Sajarangan, Tali Tigo nan Sapilin” yang terdiri 

dari Alim Ulama (orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi), Cadiak 

Pandai (golongan terpelajar) dan Niniak Mamak (para pemimpin suku dalam 

sebuah nagari) dan mulai memperlihatkan eksistensinya kembali setelah 

sekian lama tenggelam karena sistem pemerintahan desa. Anak nagari kembali 

mempunyai kewenangan politis dan hubungan erat yang dulu sempat terputus 

dengan pemerintah nagari perlahan-lahan mulai terajut kembali.202 

c. Marga di Sumatera Selatan.  

 

Marga di Sumatera Selatan adalah suatu sistem pemerintahan tradisional 

yang secara sosial-budaya mengakar pada sistem organisasi sosial yang 

disebut jurai atau sumbay. Jurai atau sumbay sendiri merupakan sistem 

organisasi sosial yang berbasiskan ikatan-ikatan genealogis. Suatu kesatuan 

                                                           
200 Ibid  
201 Al Rafni, “Marjinalisasi dan Pemberdayaan.....Op.Cit., hlm. 17 
202 Afdhal Prima, “Sistem Pemerintahan Nagari......Op.Cit., hlm. 5-6 
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sumbay biasanya merupakan sekelompok orang yang berasal dari nenek 

moyang (puyang) yang sama atau dalam ilmu antropologi sering disebut 

sebagai clan/lineage.203 

Kata Marga pertama kali didapat dalam Piagam-piagam Sultan di 

Palembang sejak kurang lebih 1700. Amtenar-amtenar Belanda/Inggris seperti 

Mars dan Raffles tidak pernah menyebut istilah Marga. Mereka menyebut 

sebagai suatu kesatuan masyarakat misalnya istilah Petulai, Sumbai, Kebuaian 

atau Suku. Jadi melihat kesatuan sebagai kesatuan masyarakat yang bersifat 

genealogis. Pencetusan kesatuan-kesatuan masyarakat  yang bersifat teritotial 

adalah sultan-sultan dari kerajaan Palembang sebagai suatu kebijaksanaan 

pemerintahan. Selanjutnya marga yang mengandung makna suatu teritorial 

tertentu (afdeeling teritorial) maupun rumpun keluarga (genealogis).204 

Secara politik, marga adalah suatu sistem pengaturan komunitas di 

Sumatera Selatan yang diintroduksi oleh kesultanan Palembang kira-kira pada 

abad ke-18 (Pelaksana Pembina Adat Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 

1994;). Sistem ini kemudian diadopsi oleh pemerintah kolonial Belanda, 

Jepang, dan Indonesia sebelum berlakunya UU No.7 tahun 

1979. Nampaknya, secara teknik, pembentukan marga oleh kesultanan 

Palembang dilakukan dengan cara mengikat beberapa (dari tiga sampai 

puluhan) kesumbayan yang tinggal dalam wilayah berdekatan menjadi 

kesatuan organisasi di bawah kepemimpinan seorang pejabat yang disebut 

                                                           
203 Dedi Supriadi Adhuri, “Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di 

Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan”, Jurnal Antropologi Indonesia, No. 68 tahun 2002, hlm. 2 
204 HAW. Widjaja, Otonomi Desa... Op.Cit., hlm.179 
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pasirah. Akibatnya, berbeda dari akar sosial budayanya, dalam konteks ini 

marga 

telah berubah menjadi organisasi kemasyarakatan dengan dasar ikatan 

teritorial.205 

Secara khusus disebut Dusun/Marga di Palembang sebagai daerah 

istimewa yang mempunyai susunan asli. Susunan asli yang dimaksud adalah 

volksgemeenschap (kehidupan bersama kerakyatan) ini berbentuk strek 

gemeenschappen (kehidupan bersama dalam daerah) yang terdiri dari 

gabungan dusun-dusun. Berlainan dengan desa di Jawa yang berbentuk desa 

tunggal (desa gemeenschap).206   

Sebuah Marga terdiri dari beberapa dusun, sementara sebuah dusun 

dapat terdiri dari beberapa kampung. Masing-masing kesatuan sosial ini secara 

berturut-turut dipimpin oleh seorang pasirah, kerio dan penggawa. Pembarap 

adalah pemimpin dusun (kerio) dari dusun tempat seorang pasirah tinggal. 

Seorang pembarap mempunyai wewenang untuk menggantikan posisi pasirah 

jika dia berhalangan. Pada tingkat Marga dan Dusun, seorang pasirah dan 

kerio mendapat bantuan dari penghulu dan ketib untuk menyelesaikan urusan-

urusan yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan. Kemit marga dan 

Kemit dusun bertugas menyelesaikan urusan-urusan yang menyangkut 

keamanan.207 

                                                           
205 Dedi Supriadi Adhuri, “Antara Desa dan Marga... Op.Cit., hlm.2 
206 HAW. Widjaja, Otonomi Desa... Op.Cit., hlm.180 
207 Dedi Supriadi Adhuri, “Antara Desa dan Marga... Op.Cit., hlm. 2-3 
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Dalam konteks teritori, marga memiliki wilayah yang jelas batas-

batasnya. Dalam wilayah marga, ada wilayah yang tetap dikuasai 

pengelolaannya oleh marga di bawah kepemimpinan pasirah. Contoh untuk 

hal ini adalah hutan larangan marga. Semua kegiatan yang berhubungan 

dengan pengelolaan hutan larangan marga diatur oleh pasirah. Jika ada orang 

yang membutuhkan kayu dari wilayah ini, ia harus meminta izin ke pasirah 

untuk mengambilnya. Selain itu, ada pula wilayah yang didistribusikan kepada 

dusun-dusun bawahannya. Untuk wilayah seperti ini, organisasi dusunlah 

yang memegang kekuasaan pengelolaannya. Tentu saja koordinasi dengan 

pasirah perlu pula dilakukan. Wilayah yang didistribusikan kepada dusun-

dusun biasanya melingkupi wilayah pemukiman, pertanian dan perladangan 

serta apa yang disebut hutan ramuan, yakni tempat warga dapat memperoleh 

kayu dan hasil lainnya tanpa hak kepemilikan pribadi atau keluarga atas 

wilayahnya. Jika hutan ramuan tetap berada dalam kepemilikan komunal, 

kepemilikan wilayah perkebunan, pertanian, dan ladang didistribusikan 

kepada warga dari dusun-dusun yang bersangkutan. Berbeda dengan dusun, 

kampung biasanya tidak memiliki wilayah sendiri, tetapi berbagi wilayah yang 

sama dengan kampung lain yang berada dalam satu dusun.208 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah 

Desa dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera 

Selatan tanggal 24 Maret 1983 Nomor 142 KPTS/III, 1983 telah mengambil 

beberapa keputusan penting mengenai Marga. Semua peraturan pemerintah 

                                                           
208 Ibid, hlm. 3-4 
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yang disebut Marga dihapuskan dengan perangkat-perangkatnya yang ada 

sekaligus dibentuk Pemerintah Desa yang lingkup kekuasaannya meliputi 

wilayah dusun (lama) yang berada di bawah naungan ex Marga. Keputusan ini 

dinilai bahwa tampaknya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengambil 

jalan pintas (praktis) menjadikan setiap dusun lama menjadi desa, tanpa 

dilakukan pertimbangan matang dengan mellibatkan masyarakat (Marga).209 

Marga menjadi hilang sama sekali baik secara fisik dan non fisik 

(pranata-pranata dan institusi) sirna sama sekali. Segala harta dan kekayaan 

Marga diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah (tidak terdapat 

inventarisasi) sehingga Desa menjadi beban pemerintah karena tidak memiliki 

apa-apa lagi. Begitu pula pemerintah desa mengabaikan sama sekali tentang 

adat istiadat yang  selama pemerintahan marga menjadi dasar yang kuat dalam 

kehidupan masyarakat.210 

Isu pokok SK gubernur yang merupakan petunjuk pelaksanaan UU No.5 

tahun 1979 itu adalah, pertama, dibubarkannya marga. Kedua, pasirah dan 

semua perangkat marga diberhentikan dengan hormat. Ketiga, mendefinisikan 

dusun, dalam eks-marga, sebagai desa dalam pengertian UU No.5 tahun 1979. 

Keempat, diputuskan bahwa para mantan kerio, pemimpin dusun, menjabat 

sebagai kepala desa sampai diadakan pemilihan kepala desa sesuai dengan UU 

No.5 tahun 1979. 

Pemberlakuan SK Gubernur tersebut menimbulkan beberapa 

konsekuensi. Dua di antaranya adalah pertama, konsekuensi yang 

                                                           
209 HAW. Widjaja, Otonomi Desa... Op.Cit., hlm.181 
210 Ibid 
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berhubungan dengan pendefinisian dusun (dalam konteks marga) menjadi 

desa. Pendefinisian ini berarti bahwa setiap dusun haruslah memiliki wilayah 

sendiri yang terpisah dari wilayah dusun-dusun lainnya, karena wilayah 

merupakan syarat keberadaan sebuah desa. Setelah itu, pemekaran dan 

penggabungan desa juga harus mempertimbangkan wilayah, jumlah 

penduduk, dan lain-lain seperti diatur dalam undang-undang tersebut. 

Konsekuensi kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga desa seperti 

secretariat desa, LMD/LKMD, kepala dusun (anak desa), dll. Keseluruhan 

bentuk lembaga dan siapa-siapa yang menempati posisi pada lembaga-

lembaga desa ini juga diatur oleh UU Pemerintahan Desa. Pengaturan itu 

didasari oleh kriteria-kriteria administrasi negara dan, tentu saja karena 

lembaga desa adalah alat negara untuk mengontrol rakyatnya, aturan-aturan 

tersebut dimuatani oleh kepentingan negara.211 

 

Dalam perkembangannya, setelah reformasi dengan berlakunya Undang-

Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan sekaligus 

mengatur tentang Pemerintah Desa, sudah selayaknya Keputusan Gubernur 

Kepala Daerah tingkat I Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 1983 Nomor 142 

/KPTS/1983 dapat ditinjau ulang, karena tidak sesuai lagi dengan landasan 

Pemerintahan Desa, segala inventaris yang ada milik desa (ex marga) 

dikembalikan sehingga desa dan pemerintah desa dapat memberdayakan 

diri.212 

                                                           
211 Dedi Supriadi Adhuri, “Antara Desa dan Marga... Op.Cit., hlm. 4 
212 HAW. Widjaja, Otonomi Desa... Op.Cit., hlm.182 
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Oleh sebab itu, dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, maka 

pemerintah terendah adalah Dusun dan Marga. Marga terdiri dari beberapa 

Dusun, yaitu:213 

1. Federasi dari serikat-serikat Dusun-Dusun 

2. Serikat Dusun-Dusun 

3. Bagian-bagian dari Dusun yang masih kuat menampakkan hubungan 

tali kekeluargaan 

4.  Keluarga-keluarga kecil (Talang-Talang) 

 

Dengan kembalinya ke sistem Pemerintah Marga, maka pembinaan adat 

istiadat dan lembaga adat dilakukan dengan cara pemberdayaan (empowering) 

masyarakat hukum adat baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Desa 

(Marga). Untuk mensejahterakan masyarakat hukum adat dengan cara 

mengembalikan hak ulayat yang dikelola oleh investor, sementara yang telah 

dilelola dengan baik dapat dilakukan secara musyawarah antara masyarakat, 

pihak investor dan pihak pemerintah daerah.214 

Semenjak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, mengenai pemerintahan 

desa atau yang setingkat dengannya, misalnya di Kabupaten Lahat 

dikembalikan kepada Pemerintahan Marga. Susunan Pemerintahan Marga 

sebagai berkut. (a) Pasirah/ Kepala Marga merangkap Ketua Adat/Ketua 

Pembina Adaat Istiadat Marga. (b) Pembarap, yaitu Kerio di Dusun tempat 

tinggal  Pasirah, sebagi pembantu utama Pasirah. (c) Penghulu, sebagai 

pembantu Pasirah dalam bidang yang berhubungan dengan agama Islam. (d) 

                                                           
213 Ibid, hlm. 186 
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Juru Tulis Marga. Sebagai pengelola administrasi Marga. (e) Kemit, sebagai 

petugas keamanan yang dipergilirkan dari rakyat/masyarakat setempat.215 

Adapun mengenai Dewan Marga, sebagai pendamping/mitra pemrintah 

Marga, bertugas antara lain: (a) Membuat peraturan-peraturan dalam rangka 

kewenangan Marga terutama yang dilandasi atau menurut hukum adat. (b) 

Mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan pembanguan marga. (c) 

Menetapkan/mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Marga.216 

d. Desa Adat/Desa Pakraman di Bali.  

 

Istilah Desa Adat di Bali berawal dari penelitian Liefrink di Bali Utara 

(1886-1887). Dari hasil penelitiannya, Liefrink mengatakan bahwa desa di 

Bali sesungguhnya adalah sebuah ‘republik kecil’ yang memiliki hukum atau 

aturan adat dan tradisi sendiri. Susunan pemerintahan lebih bersifat 

demokratis, setiap anggota memiliki hak-hak hukum yang sama. Orang yang 

ditunjuk sebagai pemimpin adalah orang yang paling lama menjadi anggota 

(tetua). Apabila terjadi perbedaan pendapat akan diputuskan dengan suara 

terbanyak.217 

Desa adat/pakraman merupakan suatu komunitas tradisional dengan 

fokus fungsi dalam bidang adat dan agama Hindu, dan merupakan satu 

kesatuan wilayah dimana para anggotanya secara bersama-sama melaksanakan 

                                                           
215 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa.. Op.Cit., hlm. 100 
216 Ibid 
217 Ibid, hlm. 78 
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kegiatan sosial dan keagamaan yang ditata oleh  suatu sistem budaya.218 

Sebuah Desa Pakraman akan terdiri dari tiga unsur, yaitu:219 

1. Unsur parahyangan tempat suci umat Hindu dan aktivitas lainnya 

yang berkaitan dengan agama Hindu. 

2. Unsur pawongan atau warga desa yang beragama Hindu. 

3. Unsur pelemahan atau wilayah desa yang berupa karang ayahan 

desa dan karang gunakaya yang diatur sesuai dengan agama 

Hindu.  

 

Selanjutnya, dengan mengacu kepada berbagai batasan yang diberikan 

terhadap desa adat, disimpulkan ciri-ciri desa adat sebagai berikut220  

1. Mempunyai batas - batas tertentu yang jelas. Umumnya berupa 

batas alam seperti sungai, hutan, jurang, bukit atau pantai.  

2. Mempunyai anggota (karma yang jelas), dengan persyaratan 

tertentu  

3. Mempunyai kahyangan tiga atau kahyangan desa, atau pura lain 

yang mempunyai fungsi dan pernanan sama dengan kahyangan 

tiga. 

4. Mempunyai otonomi, baik keluar maupun ke dalam. 

5. Mempunyai suatu pemerintahan adat dengan kepengurusan 

(prajuru adat) sendiri. 

 

Di Bali ada dua jenis desa, yaitu: desa pakraman dan desa dinas.221 

Pembedaan ini terjadi sejak masa kolonial, pemerintahan lokal di Bali telah 

dicirikan oleh kerangka dualistik yang membagi otoritas antara struktur adat 

dan dinas serta membentuk berbagai kelembagaan tingkat lokal memeng 

                                                           
218 Nengah Keddy Setiada, “Desa Adat Legian Ditinjau Dari Pola Desa Tradisional Bali”, Jurnal 

Pemukinan Natah Vol. 1 No. 2 Juni 2003, hlm. 60 
219 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa.. Op.Cit., hlm. 80 
220 Nengah Keddy Setiada, Desa Adat....Op.Cit., hlm. 60 
221 I Gusti Ketut Arya Sunu, dkk. “Harmonisasi, Integrasi, Desa Pakraman dengan Desa Dinas 

yang Multietnik dan Multigama Menghadapi Pergeseran, Pelestarian, dan Konflik di Bali”, Jurnal 

Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 3 No. 2 Oktober 2014, hlm. 449 
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sudah rumit dan beraneka ragam yang mengatru kehidupan sosial, ekonomi, 

dan ritual di tingkat komunitas.222 

 

Dilihat dari sejarah hidup desa dinas dan desa pakraman, bahwa desa 

pakraman lebih tua bila dibandingkan dengan desa dinas, tetapi desa dinas 

lebih beruntung. Keberuntungan itu tampak dalam pemberian fasilitas oleh 

pemerintah berupa fasilitas kantor, kelengkapan adminsitrasi dan aparat desa. 

Agar kedua desa di atas dapat hidup berdampingan perlu adanya pemahaman 

tugas, tanggung jawab dan komitmen masing-masing. Desa dinas dan desa 

pakraman di Bali berada dalam kondisi harmonis dan terjadi hubungan 

komunikasi Antara unsur desa dinas dan desa pakraman dalam susunan 

struktur pemerintahan. Keharmonisan desa dinas dan desa pakraman 

memunculkan ungkapan “satu badan dua kepala”. Keharmonisan hubungan 

antara desa dinas dan desa pakraman menurut Pitana (1994) karena ada 

kemungkinan antara lain: (1) satu desa dinas mempunyai luas wilayah dan 

penduduk yang sama dengan satu desa pakraman, (2) satu desa dinas meliputi 

beberapa desa pakraman, (3) satu desa pakraman, terdiri atas beberapa desa 

dinas, (4) satu desa dinas meliputi beberapa desa pakraman dan sebagian dari 

desa pakraman lain.223 

Beberapa bentuk masyarakah hukum adat yang disebut di atas belumlah 

mewakili semua masyarakat hukum adat yang masih ada hingga sekarang. 

Konstelasi politik pengaturan masyarakat hukum adat meskipun sudah mendapat 
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konstitusionalitas dalam UUD 1945 pun masih sering mendapatkan deskriminasi 

untuk memperoleh hak dan kewenangannya.  

Mencermati penjelasan yang disampaikan oleh Bagir Manan dalam 

memaknai Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 memperlihatkan bahwa masyarakat 

hukum adat berbeda dengan desa yang dimaksudkan dalam UU No. 5 tahun 1979 

pada masa Orde Baru. sehingga pada perkembangannya keberadaan masyarakat 

hukum adat memperoleh julukan baru dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang 

desa yang disahkan pada tahun 2014 silam  yaitu dengan sebutan desa adat.  

 

Hal ini terlihat dengan jelas dalam penjelasan UU Nomor 6 tahun 2014 

bahwa pada dasarnnya Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi 

kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap 

diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat 

berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa 

Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak 

Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa 

Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis 

mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial 

yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa 

berdasarkan hak asal usul.224  

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan 

tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis 

                                                           
224 Penjelasan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa 
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dengan teritorial. Yang diatur dalam UndangUndang ini adalah kesatuan 

masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan 

teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada 

dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di 

Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera 

bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, 

lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.225

                                                           
225 Ibid  


